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Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-
Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Jakarta: Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan
Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016, ix
+ 149 halaman, 21,5 cm X 35,56 cm.

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan
penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus
mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM. Hak Cipta dilindungi oleh
Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

(2) Barangsiapa  dengan  sengaja  menyiarkan, = memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah)
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Sambutan

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat
dan karunianya Komnas HAM berhasil menyelesaikan pembuatan buku
berjudul “Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan
Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

Penyusunan buku ini merupakan mandat dari hasil keputusan Sidang
Paripurna Komnas HAM Nomor: 05/SP/IV/2016. Dalam keputusan tersebut
disebutkan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian menjadi pihak yang
mengkoordinir kegiatan penyusunan buku ini selama tiga bulan mulai April
sampai dengan Juni 2016.

Tujuan dari penyusunan buku ini, yakni: (1) Tersedianya buku tentang
Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang
Disabilitas. (2) Tersebarluaskannya buku Kontribusi Komnas HAM dalam
Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.
(3) Tersedianya bahan evaluasi terkait kinerja Komnas HAM dalam hal
pengkajian dan penelitian dan pendidikan penyuluhan terkait pengawalan
undang-undang dari perencanaan sampai pengundangan. (4) Tersedianya
bahan rujukan atau referensi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang
sejarah dan dinamika lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak yaitu pihak internal dan
pihak eksternal Komnas HAM.Pihak internal terdiri dari komisioner, staf

fungsional, dan staf administrasi.Pihak eksternal terdiri dari perwakilan dari
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komunitas penyandang disabilitas, aktivis penyandang disabilitas, lembaga
swadaya masyarakat yang peduli dengan isu disabilitas, pakar penyandang
disabilitas, pakar kebijakan publik, pakar hukum dan lain-lain. Para pihak
yang terlibat tersebut memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi
keberhasilan pembuatan buku ini.

Komnas HAM mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim
penyusun buku ini yaitu Komisioner Sandrayati Moniaga, Komisioner Ansori
Sinungan, Yossa AP Nainggolan (Koordinator), Rusman Widodo, Mochamad
Felani, Eva Nila Sari, Banu Abdillah, Diean Mochammad Igbal, Indahwati,
Winarni Rejeki, Yeni Rosdianti, Isneningtias Yuli, Hadianti Ramadhani. Tak
lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr.
Saharuddin Daming dan Fajri Nursyamsi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia (PSHK), yang telah bersedia menjadi narasumber guna
memperkaya materi buku ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ariani Soekanwo,
Bapak Setya Adi Purwanto, Ibu Nurul Sa’adah yang telah berkontribusi
dalam penulisan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak, siapapun, dimanapun yang tidak dapat kami sebutkan satu per
satu yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Kontribusi dari
Bapak dan Ibu semua tentu sangat berarti bagi kesempurnaan buku ini.
Semoga segala amal kebajikan Bapak dan Ibu mendapat balasan yang

berlipat ganda dari Tuhan Yang Mahaesa.
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Kami menyadari buku ini masih belum sempurna, ibarat kata pepatah
“tak ada gading yang tak retak”, terutama terkait belum cukup akses bagi
ragam disabilitas tertentu. Oleh karena itu kami berharap ada masukan dan
saran yang konstruktif dari semua pihak terhadap buku ini sehingga di masa
mendatang kami bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata kami berharap buku ini bisa bermanfaat, memperkaya
pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan memberikan pencerahan bagi
semua pihak, terutama pihak terkait isu penyandang disabilitas, untuk lebih
memahami persoalan dan dinamika yang terjadi di dunia penyandang
disabilitas. Dengan adanya pemahaman yang baik dan benar tentang
disabilitas dan penyandang disabilitas, kami berharap masyarakat umum bisa
lebih peduli dan mampu menghormati hak-hak penyandang disabilitas:

dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun.

Jakarta, Juli 2016
Imdadun Rahmat

Ketua Komnas HAM

. REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
vi TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



Kata Pengantar

17 Maret 2016 merupakan tanggal penting yang paling diingat oleh
masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Indonesia karena pada hari
itu, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang penyandang disabilitas
menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Salah satu kelebihan Undang-Undang ini adalah sumber rujukan utamanya,
yakni Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas/ICRPD yang
telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang No. 19 tahun
2011.Disahkannya undang-undang ini menjadi langkah penting mengingat
sejak lama penyandang disabilitas di Indonesia mengharapkan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat,
yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan
tidak berperspektif HAM.

Kita patut berbangga, tidak terkecuali Komnas HAM, mengingat
pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas merupakan hasil kerja bersama. Dan bagi Komnas HAM ini
merupakan hasil kerja optimal yang bisa dijadikan praktik terbaik dan
pembelajaran terkait proses pengawalan dalam rangka pengesahan rancangan
peraturan perundang-undangan..

Terakhir, melalui proses pengawalan undang-undang penyandang

disabilitas sebagaimana tergambar dalam buku ini, Komnas HAM
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diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menularkan prinsip-prinsip dan

nilai-nilai universal hak asasi manusia utamanya pada sektor regulasi.

Jakarta, Juli 2016

Tim Penyusun
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Bab I Pendahuluan

I.1 Latar belakang

Pada Kamis 17 Maret 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI) melakukan ketok palu tanda disahkannya Undang-
Undang Penyandang Disabilitas!. Pengesahan undang-undang ini sangat
dinanti-nantikan teruama para penyandang disabilitas mengingat dua kali
periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas): 2014 dan 2015 undang-
undang dimaksud tidak kunjung disahkan. Momen bersejarah pengesahan
undang-undang disambut sukacita karena dengan demikian Bangsa Indonesia
telah berhasil mengesahkan undang-undang yang berbasis hak asasi manusia.

Terdapat 153 pasal dan 13 bab termuat dalam Undang-Undang
Penyandang Disabilitas. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam
undang-undang mencakup 24 sektor, dan bagi penyandang disabilitas,
ketentuan yang ada sudah cukup memadai terlebih jika dibandingkan dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, undang-undang sebelumnya yang
mengatur tentang penyandang cacat.

Sejak terbentuknya, Komnas HAM memiliki tujuan dan fungsi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM, salah satunya melakukan pengkajian dan penelitian. Sejak

awal berdirinya, lembaga ini telah memiliki perhatian besar terhadap isu

!, Saat penulisan buku ini, UU Penyandang disabilitas yang baru disahkan dan belum memiliki nomor.
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penyandang disabilitas terutama pada seberapa jauh negara melakukan
kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas.

Pada periode tahun 2002-2007, Komnas HAM menempatkan isu
penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok khusus dan rentan
bersama kelompok-kelompok lain, seperti perempuan hamil, anak, lansia,
masyarakat adat, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Salah satu
alasan mengkatagorikan penyandang disabilitas sebagai kelompok khusus
dan rentan tidak lain karena keberadaan mereka yang rentan terhadap
stigma, perlakuan diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya-upaya mendorong perbaikan kondisi penghormatan, perlindungan
dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh
Komnas HAM dengan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan
terkait perubahan istilah tersebut adalah menyelenggarakan “Semiloka
Terminologi Penyandang Cacat dalam Rangka Mendorong Ratifikasi
Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Cacat.” Semiloka
dilaksanakan pada tanggal 8 — 9 Januari 2009 dihadiri oleh para pakar
linguistik, sosial budaya, hukum, HAM, dan psikologi. Selain para pakar,
semiloka juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, yakni Kementerian
Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, sejumlah LSM dan organisasi penyandang disabilitas.
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Semiloka ini menghasilkan terminologi baru, yaitu “penyandang disabilitas”
sebagai pengganti istilah “penyandang cacat” yang berkonotasi negatif?.

Upaya lain dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat
penyandang disabilitas adalah melakukan pergantian Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berdasarkan hasil
sejumlah diskusi yang diselenggarakan Komnas HAM yang mengundang
sejumlah pihak terkait menggarishawahi bahwa Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak memiliki perspektif HAM dan
berbasiskan belas kasihan (charity).?

Komnas HAM juga melakukan kajian mengenai pentingnya mendorong
ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
atau International Convention on the Rights of Person with Disabilities
(ICRPD). Kajian ini dilakukan pada 2007 — 2008, dan sebagai hasilnya,
pemerintah Indonesia pada akhirnya meratifikasi ICRPD di 2011.Ratifikasi
dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011, dimana pada hari itu, ketua
DPR RI dan pimpinan sidang paripurna, mengetok palu dan mengesahkan
ICRPD sebagai intrumen hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pengesahan ICRPD. Saharuddin Daming, Komisioner
Komnas HAM pada periode 2007-2011, bersama dengan tokoh penyandang

? Lihat laporan semiloka Komnas HAM terkait perubahan terminolgi penyandang cacat
3. Lihat http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6118, http://www.kartunet.com/dpr-ri-didesak-revisi-uu-
penyandang-cacat-1235/

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



disabilitas, dan berbagai elemen masyarakt yang turut hadir menyaksikan
sidang paripurna DPR RI tersebut tidak dapat menyembunyikan
kegembiraan atas diratifikasinya ICRPD tersebut.

Pengesahan ICRPD sebagai instrumen hukum nasional bukan
merupakan akhir dari upaya pemajuan HAM Dbagi penyandang
disabilitas.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
ICRPD hanyalah payung hukum berupa norma-norma, dan yang dibutuhkan
kemudian adalah aturan-aturan yang lebih komprehensif, implementatif, dan
kontekstual. Pasca pengesahan ICRPD, agenda Komnas HAM selanjutnya
adalah melakukan mendorong disusunnya undang-undang baru sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Hasil berbagai kegiatan diskusi penyandang disabilitas selama 2007-2011
dijadikan bahan guna penyusunan Naskah Akademik terkait pentingnya
revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
dengan Undang-undang baru yang berperspektif HAM. Hasil kajian
menghasilkan naskah akademis dan draft Rancangan Undang-Undang
(RUU) pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997. Dari berbagai
diskusi selama kurun waktu 2011-2012, draft asli Komnas HAM ini telah
mengalami tiga kali penyempurnaan.

Selanjutnya, draft final versi Komnas HAM disampaikan kepada Baleg
DPR RI pada Desember 2013. Komnas HAM kemudian mendorong agar

RUU Penyandang Disabilitas menjadi undang-undang prioritas pada
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Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di 2014, dan hasilnya, pada Januari
2014, DPR RI menetapkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Prolegnas.

Harapannya, di 2014, Indonesia telah memiliki Undang-undang baru
pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Cacat.
Namun, sejumlah kendala menyebabkan RUU penyandang disabilitas gagal
disahkan di DPR RI, meskipun telah masuk dalam prolegnas. Hal yang
cukup menarik dan patut diapresiasi adalah bahwa draft RUU penyandang
disabilitas yang disampaikan kepada Badan Legislatif Nasional (Balegnas)
ternyata lebih dari satu. Hal ini menyiratkan besarnya perhatian masyarakat
terhadap penyandang disabilitas di aspek legislasi. Atas kondisi ini, Komnas
HAM memfasilitasi Balegnas, dan beberapa organisasi penyandang disabilitas
dalam menyusun draft utama RUU dan melakukan penyempurnaan.

Pasca penyempurnaan draft RUU, Balegnas mengesahkan draft tersebut
menjadi draft RUU inisiatif DPR pada bulan Agustus 2014. Dalam
perjalanananya, RUU tersebut urung ini disahkan di 2014 mengingat pada
tahun tersebut adalah masa transisi pemilihan baru anggota DPR
RI.Komnas HAM sempat melayangkan surat permohonan audiensi untuk
mendorong pengesahan RUU Penyandang Disabilitas di 2014, namun surat
tersebut tidak mendapatkan balasan dan respon dari DPR RI, karena pada
saat itu DPR RI memiliki jadwal yang padat terkait masa transisi.

Kegagalan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas di 2014 tidak

menyurutkan semangat untuk kembali mendorong memasukan RUU
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tersebut dalam prolegnas.Semangat tersebut akhirnya terbayarkan dengan
masuknya RUU Penyandang Disabilitas sebagai Prolegnas Prioritas Tahun
2015.Komnas HAM sempat mengirimkan surat kepada DPR RI untuk
memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai Prolegnas Prioritas di
tahun 2015. Dan di tahun yang sama, Komnas HAM bersama dengan Pokja
RUU* Penyandang Disabilitas giat melakukan kampanye, sosialisasi kepada
masyarakat, dan audiensi kepada pemerintah dalam rangka persiapan akan
disahkannya undang-undang baru penyandang disabilitas. Akhirnya,
undang-undang tentang Penyandang Disabilitas tersebut berhasil disahkan
pada 17 Maret 2016.

Dalam buku ini, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Penyandang Disabilitas disajikan dalam konteks kontribusi
Komnas HAM dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran
singkat proses pembentukan UU No. 8 Tahun 2016 akan dieksplorasi lebih
dalam dengan menggunakan teori dan konsep pembentukan undang-undang.
Sumber rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Undang-Undang.

Tidak disangkal bahwa buku ini menjadi bagian dari kerja-kerja Komnas
HAM terkait fungsi pengkajian dan penelitian, dan pendidikan dan

penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang 39

*. Pokja RUU disabilitas beranggotakan perwakilan organisasi dari ragam disabilitas. Pokja sendiri sudah
bekerja sejak 2013 saat dimulainya upaya mendorong pengesahan RUU Penyandang disabilitas
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Tahun 1999. Selain itu, dengan buku ini, Komnas HAM hendak mempertegas
komitmennya dalam rangka pengawalan terkait pembaruan kebijakan.
Diharapkan, buku ini bisa menjadi praktik terbaik dan pembelajaran terkait
langkah-langkah Komnas HAM dalam rangka mendorong RUU masuk ke
Prolegnas. Singkatnya, buku ini hendak menyajikan sebuah rekam jejak
kontribusi Komnas HAM dalam pembentukan undang-undang penyandang

disabilitas sejak 2011 sampai awal 2016.

1.2 Mandat penyusunan buku

Mandat tentang penyusunan buku “Rekam Jejak Kontribusi Komnas
HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas”
berdasarkan hasil keputusan sidang paripurna Komnas HAM Nomor:
05/SP/IV/2016. Dalam keputusan disebutkan pula bahwa Sub-Komisi
Pengkajian dan Penelitian diminta mengkoordinir kegiatan penyusunan buku

selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni 2016.

1.3 Tujuan penyusunan buku
Ada empat tujuan atas disusunnya buku rekam ini, yakni
1. Tersedianya buku tentang Kontribusi Komnas HAM dalam

Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



2. Tersebarluaskannya buku Kontribusi Komnas HAM dalam
Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas kepada

masyarakat.

3. Tersedianya bahan evaluasi terkait kinerja Komnas HAM dalam
hal pengkajian dan penelitian dan pendidikan penyuluhan dalam
mengawal undang-undang dari perencanaan sampai

pengundangan.

4. Tersedianya bahan rujukan atau referensi bagi para pihak yang
ingin mengetahui tentang latar belakang dan dinamika lahirnya

Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat buku

Komnas HAM berharap buku ini memiliki manfaat bagi banyak
pihak baik internal maupun eksternal, diantaranya:

a. Bagi kerja-kerja pengkajian dan penelitian Komnas HAM
Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi upaya
pengkajian dan penelitian khususnya pembentukan undang-
undang. Kerja-kerja terkait pembentukan undang-undang,
antara lain pengumpulan masukan/input dari para pihak terkait s,
penyusunan draft naskah akademis dan RUU, melakukan

pembahasan dengan para pihak, dan lain sebagainya;
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b. Bagi para pihak terkait
Bagi para aktivis dan penggiat HAM, buku ini diharapkan
menjadi pegangan selain kerja-kerja pembaruan kebijakan
(advokasi) yang mengandalkan jalinan jaringan dan solidaritas.
Bagi para akademisi buku ini tentu saja bisa menjadi rujukan
pengkajian dan penelitian di masa datang terkait tema hak asasi

manusia dan pembentukan dan pembaruan kebijakan.
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Bab II. Kontribusi Komnas HAM Dalam Proses Pembentukan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

II. I. Pengantar

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
akhirnya disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) pada tanggal 17 Maret 2016. Komnas HAM patut
bersyukur atas pengesahan ini karena Komnas HAM-lah yang menginisiasi
untuk mengganti undang-undang penyandang cacat dengan undang-undang
disabilitas. Selain itu Kommnas HAM juga berhasil melakukan proses
pengawalan suatu rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi
undang-undang. Tentu saja Komnas HAM tidak melakukannya sendiri.
Dalam proses ini dibutuhkan kerjasama jejaring antar lembaga. Proses
pengesahan RUU Penyandang Disabilitas dilakukan Komnas HAM dengan
merangkul berbagai pihak terkait terutama dari organisasi masyarakat yang
konsen terhadap isu-isu penyandang disabilitas.

Dalam bab Il di buku ini akan dibahas mengenai kontribusi Komnas
HAM dalam pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Kontribusi Komnas
HAM dalam pengesahan RUU Penyandang Disabilitas tentu tidak terlepas
dari fungsinya dalam Pengkajian dan Penelitian atas berbagai peraturan

perundang-undangan. Dalam pasal 89 UU No. 39/1999 tentang HAM
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menyebutkan bahwa fungsi Komnas HAM dalam “Pengkajian dan Penelitian
berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi
mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.”

Sebelum membahas mengenai kontribusi Komnas HAM dalam proses
pembentukan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, ada baiknya kita melihat bagaimana proses pembentukan
undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. 2. Proses Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang di DPR diawali dengan tahapan
perencanaan. Dalam tahapan ini DPR bersama dengan Pemerintah
menyusun daftar RUU yang akan disusun di masa akan datang. Daftar ini
yang sering dikenal dengan sebutan Program Legislasi Nasional atau
Prolegnas. Prolegnas disusun berdasarkan dua jangka waktu yaitu jangka
waktu lima tahunan atau yang disebut Prolegnas Jangka Menengah dan
jangka tahunan atau yang disebut Prolegnas Prioritas Tahunan. Tentu DPR
dan Pemerintah meminta masukan dari berbagai pihak baik dari
kementerian/lembaga, anggota DPR, fraksi, serta masyarakat. Dan
sebelumnya DPR dan Pemerintah telah menyusun RUU yang akan dibahas

beserta Naskah Akademiknya
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Tahapan kedua dari proses pembentukan undang-undang adalah proses
Penyusunan Naskah Akademik, RUU, dan Harmonisasi, Pembulatan serta
Pemantapan Konsepsi. Naskah akademik adalah hasil kajian keilmuan atas
permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan sebagai
solusinya. Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal
demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU12/2011.
sedangkan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsiadalah

suatu tahapan untuk:

1. Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:
a. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain
b. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur

dalam RUU

Kemudian pada tahap ketiga ada proses pembahasan materi RUU antara
DPR dengan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu)
melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat
komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran
atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat

paripurna. Kemudian tahap pengesahan dimana DPR bersama dengan
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Presiden setuju untuk mengundangkan RUU tersebut. Presiden mengesahkan
RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU.
Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu
maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama
oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut
sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan
wajib untuk diundangkan. Selanjutnya pemerintah melakukan tahap
pengundangan, suatu proses penempatan undang-undang yang telah

disahkan ke dalam Lembaran Negara.

I1. 3. Kontribusi Komnas HAM

Komnas HAM dalam pembentukan undang-undang Penyandang
Disabilitas memiliki peran yang cukup penting. Selain sebagai inisiator
Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Komnas HAM jauh sebelumnya
mengusulkan agar istilah Penyandang Cacat dirubah menjadi Penyandang
Disabilitas. Pada dasarnya, perubahan istilah inilah langkah awal diperlukan
adanya pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. Istilah penyandang cacat dianggap sudah tidak relevan
lagi dengan prinsip-prinsip HAM.

Namun demikian buku ini hanya menuliskan perjalanan pembentukan
Undang-Undang Penyandang Disabilitas sejak tahun 2011, dimana pada

tahun tersebut Komnas HAM telah menghasilkan rancangan Naskah
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Akademik dan RUU penyandang Disabilitas. Berdasarkan proses
pembentukan undang-undang di DPR RI, rekam jejak kontribusi Komnas
HAM tentu hanya masuk dalam empat tahapan proses pembentukan undang
— undang, yaitu tahap perencanaan (prolegnas), penyusunan, pembahasan,
dan pengesahan. Tentu Komnas HAM tidak secara langsung terlibat dalam
tahapan proses pembentukan undang-undang ini, karena memang tahapan
ini hanya diikuti tiga lembaga negara yaitu DPR, Pemerintah, dan DPD.
Peran Komnas HAM tentu hanya dinamika diluar proses tersebut namun
dapat mempengaruhi tahapan-tahapan tersebut. Misalnya pada tahap
pengesahan, Komnas HAM melakukan advokasi agar RUU Penyandang
Disabilitas untuk segera disahkan DPR. Proses politik dalam pembentukan
undang-undang di DPR tentu tidak terlepas dari dinamika yang ada di
masyarakat. Selain itu peran Komnas HAM dalam proses pembentukan
undang-undang tidak selalu berjalan linear dengan proses pembentukan
undang-undang yang ada di DPR. Ini terjadi karena banyak kepentingan
dalam setiap pembentukan undang-undang maka naskah RUU harus selalu

disempurnakan kembali selama RUU belum disahkan.

A. Perencanaan (Prolegnas)
Alasan utama untuk melakukan penyusunan RUU Penyandang
Disabilitas berawal dari hasil berbagai Seminar, Lokakarya dan FGD yang
menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang
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Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas—Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD) tidak dapat berkedudukan sebagai
pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,
karena hanya berlaku sebagai UU dengan kekuatan moral (Morality Binding
Power). Untuk menjadi UU dengan kekuatan mengikat secara hukum (Legally
Binding Power), maka perlu segera dibentuk UU tersendiri yang mengatur
Tentang Penyandang Disabilitas.>

Berdasarkan kesimpulan itulah Komnas HAM melalui Subkomisi
Pengkajian dan Penelitian mulai melakukan persiapan untuk mengusulkan
RUU Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Subkomisi Pengkajian dan
Penelitian melaksanakan serangkaian seminar dan diskusi kelompok terfokus
dengan para pakar, pemerintah, akademisi, dan organisasi penyandang
disabilitas untuk menyusun Naskah Akademis dan RUU Penyandang
Disabilitas. Serangkaian seminar dan diskusi ini yang kemudian
menghasilkan draft Naskah Akademis mengenai pentingnya untuk mengganti
Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat beserta RUU
Penyandang Disabilitas.6

Penyempurnaan naskah akademis terus dilanjutkan di tahun berikutnya.

Pada akhir kuartal pertama tahun 2012, Subkomisi Pengkajian dan

>, Penjelasan Saharuddin Daming tentang Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Kelahiran UU No. 8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

®. Keterangan Yeni Rosdianti dalam “Beberapa Kegiatan Komnas HAM Terkait Isu-Isu Penyandang Disabilitas”,
13 April 2016.
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Penelitian melakukan konsultasi publik terkait naskah akademik RUU
Penyandang Disabilitas. Konsultasi publik ini dilanjutkan dengan diskusi
dengan para stakeholder di berbagai daerah, seperti diskusi di kota
Yogyakarta dan Bandung pada bulan Mei 2012, kemudian pada Juli 2012 di
kota Surabaya. Diskusi ke beberapa kota ini menghasilkan Daftar Isian
Masalah (DIM) yang akan menyempurnakan naskah akademik RUU
Penyandang Disabilitas.

Pada 29 November 2012, Komnas HAM akan mengajukan beberapa
RUU kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, termasuk di dalamnya RUU
Penyandang Disabilitas. Namun karena RUU Penyandang Disabilitas belum
dibahas dalam sidang paripurna Komnas HAM maka pengajuannya harus
ditunda. Akan tetapi setidaknya isu RUU Penyandang Disabilitas sedikit
disinggung dalam audiensi tersebut.

Pengajuan RUU Penyandang Disabilitas baru kembali diajukan Komnas
HAM kepada Baleg DPR RI pada bulan Desember 2013. Pada saat itu
Komnas HAM telah mengalami penggantian Komisioner untuk periode 2012-
2017. Komnas HAM berharap pengajuan RUU Penyandang Disabilitas dapat
menjadi Prolegnas di tahun 2014. Harapan ini terwujud, karena pada bulan
Januari 2014 RUU Penyandang Disabilitas menjadi RUU prioritas untuk
tahun 2014.

Satu tahapan dalam proses pembentukan undang-undang telah berhasil

dilewati Komnas HAM. Langkah selanjutnya Komnas HAM bersama dengan
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para stakeholder-nyaharus mengawal dan ikut mewarnai dinamika dalam

pembentukan RUU Penyandang Disabilitas.

B. Penyusunan, Pembahasan dan Upaya-Upaya Pengesahan

Pada sub-pokok bahasan ini tiga proses dalam pembentukan undang-

undang disatukan dalam satu sub-pokok bahasan, sebab tiga proses ini tidak
berjalan linear sebagaimana terjadi di parlemen. Hal ini karena RUU
Penyandang Disabilitas masuk dalam dua masa kerja DPR sehingga
mengalami dua kali tahapan Prolegnas. Selain memang karena Komnas HAM
tidak memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas dan mengesahkan
undang-undang.
Tahap selanjutnya dalam proses pembentukan undang-undang adalah
penyusunan. Dalam proses ini tentu Komnas HAM tidak mengikuti secara
langsung, namun demikian para pihak (DPR dan Pemerintah) yang memiliki
kewenangan dalam pengesahan undang-undang tentu akan meminta
masukan dari kementerian/lembaga atau masyarakat sipil.

Kontribusi Komnas HAM dalam proses penyusunan adalah dengan
memfasilitas penyelenggaraan Lokakarya “Persandingan Draft RUU
Penyandang Disabilitas Versi Komnas HAM, Kelompok Kerja (POKJA),
Baleg DPR RI.” Lokakarya yang dilaksanakan di Bogor pada 17 — 19 Juli
2014 ini di danai oleh The Asia Foundation (TAF). Kegiatan ini bertujuan

untuk menyatukan berbagai versi RUU Disabilitas dari berbagai pihak
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pemangku kepentingan, seperti Komnas HAM, Baleg DPR, dan Pokja. Selain
ketiga pihak tersebut, turut hadir pula perwakilan organisasi-organisasi
penyandang disabilitas Yogyakarta

Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak yang memiliki draft

RUU Penyandang Disabilitas (Komnas HAM, Pokja, dan Baleg DPR RI)
saling memberikan penjabaran. Berikut ini adalah beberapa pointers hasil dari
penjabaran RUU dari para pihak tersebut:

e RUU PD sudah terdaftar dalam prolegnas tahun 2014, hanya saja
judulnya masih RUU perubahan UU no. 4 tahun 1997 ttg
penyandang cacat

e Disepakati Naskah Akademik dan draft RUU disiapkan oleh Balegnas

¢ Ketika tim menyusun, terdapat 2 bahan dari KomnasHAM dan
PPDI, disampaikan sekitar bulan desember 2013.

e Januari-Juli baleg sudah melakukan rapat dengar pendapat umum

dan kunjungan kerja pada bulan juni ke solo, makassar, manado.
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e Hasil dari berbagai masukan yang diterima balegnas intinya adalah
menyoroti UU nomor 4 tahun 1997 yang masih jauh dari

perlindungan thd PD
e Pokok2 perubahan: penyandang cacat ? penyandang disabilitas,

perlindungan bagi hak dan kewajiban dari PD, aksesibilitas bagi PD

e Perlunya sistem pendataan PD melalui KTPPD.

e Penggunaan istilah asing tidak diperbolehkan sesuai dg UU no 12 /
2011 ttg pembentukan peraturan per-UU-an.

e Baleg masih mengadopsi bab jenis dan derajat penyandang
disabilitas, namun tidak spesifik

e Habilitasi dan rehabilitasi diadopsi dari pertemuan terakhir di
KomnasHAM namun masih perlu dikaji ulang dan disempurnakan
istilahnya.

e Draft RUU yg disusun baleg masih terbuka untuk dilakukan
perubahan substansi dan mudah2an mencapai final pada akhir
pertemuan di bogor ini.

e Prolegnas prioritas tahun 2015 akan di susun bulan November.

e Kita harus memastikan hak-hak PD sehingga mampu diterima oleh
pemerintah.

e Beberapa burning issue, diantaranya mengenai KNPD, PD

Perempuan dan Anak, pokok-pokok CRPD.
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e Draft Pokja ada 15 bidang, Baleg ada 20 bidang.

e Penjelasan mengenai hak-hak, di Pokja tidak memasukan hak
tersebut menjadi bab tersendiri.

e Perlindungan perempuan dan anak di dalam Draf Pokja menjadi
standar pembahasan di setiap BAB.

e Pertimbangan anggota komnas PD ada unsur pemerintahnya karena
sebagai sarana untuk menjembatani urusan-urusan kommnas PD
dengan pemerintah agar menjadi lebih mudah.

Pertemuan tersebut juga membahas beberapa hal pokok yang harus ada
dalam suatu undang-undang seperti asas-asas, definisi penyandang
disabilitas, koordinasi nasional, kartu tanda disabilitas (KTD), Komisi
Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI), Partisipasi Masyarakat, sanksi
pidana, serta isu perempuan dan anak. Isu yang juga dibahas dalam
lokakarya tersebut adalah mengenai jenis dan derajat penyandang disabilitas.
Sebagian peserta lokakarya sepakat hal-hal pokok tersebut sebaiknya
merujuk pada CRPD yang telah menjadi instrumen nasional karena telah
diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2011.

Pertemuan dua setengah hari di Bogor untuk menyusun RUU
Penyandang Disabilitas ternyata tidak dapat menyelesaikan semua isu dalam
RUU. Pertemuan penyusunan dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 6
— 8 agustus 2014. Pertemuan ini dihadiri Pokja RUU Penyandang Disabilitas

dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas Yogyakarta. Pertemuan ini
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juga difasilitasi secara teknis oleh Komnas HAM dan anggaran berasal dari
hibah The Asia Foundation.

Tujuan dari pertemuan ini untuk mendiskusikan isu-isu yang akan
dimasukkan ke dalam pasal-pasal secara komprehensif. Isu-isu yang dibahas
dalam pertemuan ini diantaranya adalah, pendidikan, hukum, kesehatan,
ketenagakerjaan, transportasi, kewirausahaan dan koperasi, pariwisata dan
hiburan, kebencanaan, pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana,
bangunan gedung, pertamanan dan pemakaman, pemukiman, habilitasi dan
rehabilitasi, pendataan konsesi, partisipasi masyarakat, serta Komisi
Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI).

Pembahasan merupakan tahap ketiga dalam pembentukan undang-
undang. Namun dalam usaha Komnas HAM pada pembentukan undang-
undang Penyandang Disabilitas, tahap pembahasan dan upaya-upaya
pengesahan dilakukan secara seiring-sejalan. Hal ini dilakukan karena RUU
Penyandang Disabilitas yang telah menjadi prolegnas di awal tahun 2014
tidak serta merta langsung disahkan pada tahun tersebut tapi baru disahkan
satu setengah tahun setelahnya. Ini terjadi karena adanya pergantian masa
kerja anggota DPR RI. Seperti contohnya pada 23 September 2014 lalu,
Komnas HAM telah melakukan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas
segera disahkan DPR. Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan surat
kepada pihak Balegnas DPR agar dapat audiensi terkait dengan pengesahan

RUU Penyandang Disabilitas. Akan tetapi surat tersebut tidak mendapat
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balasan dari pihak Balegnas. Setelah dikonfirmasi langsung ternyata pihak

Balegnas DPR menolak karena jadwal telah penuh dengan masa sidang di

akhir periode. Usaha pembentukan undang-undang penyandang disabilitas

pun dilanjutkan dengan tahap pembahasan.

Pembahasan = RUU  Penyandang  Disabilitas  yang  pertama
diselenggarakan oleh pihak Kementerian Sosial. Pembahasan dilaksanakan
pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Sentul, Bogor dengan mengundang
kementerian dan lembaga terkait (termasuk Komnas HAM), dan Pokja RUU
Penyandang Disabilitas. Komnas HAM diwakili oleh Mochamad Felani, staf
peneliti. Pada pertemuan ini Felani memberi masukan dan pandangan
mengenai pentingnya pasal-pasal yang berperspektif HAM dalam draft RUU
Penyandang Disabilitas.

Berikut ini adalah ringkasan dari pembahasan RUU Penyandang
Disabilitas yang digelar Kementerian Sosial di Bogor :

% Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang
Disabilitas merupakan suatu keharusan, sebagai tindak lanjut
ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang
mengamanatkan perlunya penyesuaian regulasi, kebijakan,
administrasi, dan  praktek-praktek  dalam  penanganan
permasalahan penyandang disabilitas ke arah pemenuhan hak

penyandang disabilitas, seperti yang diamanatkan Konvensi;
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¢ Perlunya RUU Penyandang Disabilitas adalah juga mengingat
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
tidak sesuai lagi dengan perubahan dan tuntutan jaman terhadap
upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas yang lebih mengarah pada penanganan yang
komprehensif dan integratif dalam seluruh aspek kehidupan;

% Perbedaan pemahaman konsep disabilitas dengan konsep
penyandang cacat;

% Bahwa upaya pelibatan masyarakat sebagai tindak lanjut
Konvensi perlu dilakukan dalam mekanisme vyang lebih
melembaga di pusat dan daerah;

% Bahwa inisiatif pembentukan RUU Penyandang Disabilitas telah
dilakukan oleh DPR Periode 2009-2014 dan juga telah menjadi
Prolegnas masa tugas DPR tersebut;

% Bahwa DPR Periode 2009-2014 telah bersurat kepada Presiden
2009-2014 untuk membahas RUU tersebut; dengan nomor surat :
LG/09776/DPR/RI/IX/2014 tanggal 30 September 2014, Perihal
Penyampaian RUU Republik Indonesia Tentang Penyandang
Disabilitas.

s Bahwa diterimanya Surat Pemberitahuan dari DPR kepada

Presiden tersebut sudah dalam masa akhir jabatan Presiden

Periode 2009-2014;
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% Bahwa sampai dilantiknya DPR Periode 2014-2019, belum ada
penunjukan mandat Presiden kepada Menteri terkait;

% Peserta Pertemuan sudah mencoba melakukan identifikasi
permasalahan yang termuat dalam RUU versi DPR, antara lain
beberapa isu yang menjadi perhatian seperti pembentukan
Komite Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI).

Mengacu pada resume diatas maka pertemuan tersebut telah
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
» Bahwa untuk mempercepat upaya terbitnya UU Penyandang

Disabilitas, perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

a. Aspek legal drafting dari RUU versi DPR yang masih belum
sepenuhnya mengacu kepada tata cara penyusunan peraturan
perundang-undangan;

b. Strategi penyampaian usulan dan pembahasan selanjutnya
terhadap RUU Penyandang Disabilitas, mengingat transisi
DPR dan Presiden dalam tahun berjalan, termasuk dalam hal
ini, memastikan kelanjutan Draft RUU Penyandang Disabilitas
versi DPR ini terus dilanjutkan pada DPR dan Presiden
Periode 2014-2019;

» Bahwa RUU Penyandang Disabilitas versi Pemerintah tetap harus
disiapkan sesuai dengan Rekomendasi Rapat Koordinasi Menteri

Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 September 2014;
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> Pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk terus mengawal
terbitnya UU Penyandang Disabilitas melalui inisiatif DPR dengan
pertimbangan efisiensi dan efektifitas waktu dan sumber daya;

» Untuk mengantisipasi RUU Penyandang Disabilitas menjadi
inisiatif Pemerintah dan/ atau masuk ke dalam pembahasan awal/
prioritas DPR Periode 2014-2019, maka disarankan agar
Kementerian Sosial untuk menyiapkan diri sebagai leading sector
pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dengan segala
konsekuensinya;

» Mencermati Draft RUU versi DPR, diharapkan seluruh K/L dapat
memberikan masukan atau tanggapan sebagai bahan pembahasan
dengan DPR nantinya, tanggapan disampaikan ke Kementerian
Sosial;

» Mencermati Draft RUU versi DPR, disarankan untuk memasukkan
unsur atau isu yang menjadi kebutuhan yang belum termuat dalam
RUU versi DPR tetapi menjadi amanat Konvensi, seperti Rencana
Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas;

» Terkait dengan muatan-muatan yang tercantum dalam RUU versi
DPR seperti KNDI, baik pemerintah maupun DPR perlu
mencermati usulan tersebut secara mendalam.

Harapan agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan pada masa
kerja DPR 2009-2014 tidak dapat diwujudkan. Ini memang resiko dari RUU
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yang terdaftar dalam prolegnas di tahun terakhir periode DPR. Para anggota
sibuk dengan perhelatan politik (Pemilu) untuk mempertahankan
jabatannya, sehingga fungsi sebagai legislator menjadi terbengkalai. Namun
bukan berarti usaha untuk mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas
berhenti. Komnas HAM kembali mengirimkan surat kepada pihak Balegnas
DPR periode 2014-2019 agar RUU Penyandang dimasukkan dalam daftar
Prolegnas prioritas tahunan di 2015.

Terkait dengan DPR dan Presiden yang belum juga mengesahkan hingga
masa baktinya berakhir, Komnas HAM pada 27 Januari 2015 berinisiatif
memfasilitasi para pihak (Pokja disabilitas dan organisasi disabilitas) untuk
membahas strategi lanjutan dalam pengawalan RUU penyandang disabilitas.

Pertemuan ini juga membahas posisi RUU Penyandang Disabilitas di
parlemen. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa pengusulan suatu RUU
tidak lagi menjadi kewenangan Balegnas namun menjadi kewenangan komisi
yang membidanginya. Berdasarkan komisi yang terbagi di DPR, maka
penyandang disbilitas berada dalam kewenangan Komisi VIII. Sampai
dengan tanggal 27 Januari 2015, Aliansi Kelompok Kerja RUU Penyandang
Disabilitas yang terdiri dari berbagai unsur organisasi penyandang disabilitas
telah melakukan audiensi dan lobi dengan Fraksi dan Komisi di DPR-RI.
Upaya audiensi dan lobi yang dilakukan oleh Pokja RUU Disabilitas
membuahkan hasil diusungnya RUU Penyandang Disabilitas (dan RUU
Ibadah Haji) oleh Komisi VIII DPR-RI untuk masuk dalam Program
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Legislasi Prioritas Tahun 2015. Selain Komisi VIII, Fraksi Gerindra juga
turut mendukung RUU Penyandang Disabilitas untuk masuk ke dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Hal ini berarti RUU Penyandang Disabilitas
memiliki posisi yang cukup kuat untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas
Tahun 2015.

Berdasarkan posisi RUU Penyandang Disabilitas yang dipandang
cukup kuat untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2015, Pokja akan
menjaga dan mengintensifkan komunikasi dengan DPR-RI sampai dengan
keluarnya Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Setelah Prolegnas Prioritas Tahun
2015 keluar, dan RUU Penyandang Disabilitas masuk dalam daftar di
dalamnya, DPR-RI akan melayangkan surat kepada Presiden untuk
membahas RUU Penyandang Disabilitas bersama-sama untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

Pada masa dilayangkannya surat dari DPR-RI kepada Presiden, Pokja
dan Komnas HAM akan melakukan sosialisasi RUU Penyandang Disabilitas
kepada 15 Lembaga/Kementerian yang terkait dengan RUU Penyandang
Disabilitas, untuk memberikan argumentasi mengenai pentingnya RUU
Penyandang Disabilitas dan batang tubuh RUU yang ada di dalamnya.
Sehingga Pemerintah (Kementerian/Lembaga) mengerti dan memahami
secara keseluruhan isi dari RUU Penyandang Disabilitas dan tidak
mempersulit proses pengesahan RUU dengan tidak membuat Daftar

Inventaris Masalah (DIM) yang terlalu memberatkan.
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Dalam pertemuan tersebut juga membahas selama RUU Penyandang
Disbilitas belum disahkan, maka masih memungkinkan untuk memberikan
masukan dan penguatan argumentasi atas RUU Penyandang Disabilitas.
Mengingat Naskah Akademik dan Penjelasan batang tubuh RUU
Penyandang Disabilitas dipandang belum sempurna, maka sebelum RUU
Penyandang Disabilitas disahkan, Naskah Akademik, Batang Tubuh, dan
Penjelasan Batang Tubuh akan disempurnakan dengan meminta bantuan
para akademisi yang berperspektif disabilitas.

Berdasarkan atas rekomendasi pertemuan pada 27 Januari lalu agar
materi RUU Penyandang Disabilitas lebih matang, maka Komnas HAM
menyelenggarakan Lokakarya untuk menyempurnakan Naskah Akademik
RUU Penyandang Disabilitas. Lokakarya dilaksanakan di Jakarta pada 31
Maret hingga 2 April 2015. Komnas HAM berkontribusi baik dari aspek
teknis, fasilitasi maupun substansi dalam lokakarya ini.”

Dalam lokakarya ini Komnas HAM mengundang akademisi yang
berperspektif penyandang disabilitas yaitu Bapak Arif dan Ibu Rofah dari
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dua narasumber tersebut
melakukan review atas Materi RUU Penyandang Disabilitas, berikut ini

adalah pokok-pokok review-nya :8

7 Laporan Kegiatan Lokakarya Penyempurnaan Naskah Akademik RUU Penyandang Disbilitas, Jakarta, 2015.
8 .
. Ibid.
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1. Sistematika Naskah Akademik perlu diubah sesuai dengan
panduan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
dan lampirannya;

2. Naskah Akademik perlu dikemukakan data dan fakta temuan
dilapangan, sehingga argument yang dibangun lebih kuat karena
berbasis data dan fakta temuan di lapangan;

3. Rumusan masalah tidak ada di Naskah Akademik dan sudah
dirumuskan oleh reviewer;

4. Perlu ditambahkan bagaimana posisi Undang-Undang nanti
terkait CRPD apakah posisinya menterjemahkan atau
melengkapi;

5. Problem yang paling fundamental dalam Naskah Akademik
adalah paparan empiris yang dipaparkan masih sangat dangkal
dan tidak didasarkan pada data di lapangan;

6. Perlu dibicarakan lagi beberapa kluster isu, yaitu: Kesehatan,
infrastruktur, keagamaan, sosial, dan budaya.

Atas hasil review kedua narasumber tersebut, para peserta dibagi dalam
dua kelompok, yaitu kelompok yang membahas perbaikan Naskah Akademik
Bab II yang meliputi isu-isu yang belum memiliki landasan empiris sebagai
dasar argumentasi logis atas pasal-pasal dalam draft RUU Penyandang

Disabilitas. Sedangkan kelompok lainnya mendiskusikan perbaikan Bab III
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mengenai analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait
penyandang disabilitas.

Berikut ini adalah hasil dari diskusi kelompok perbaikan Naskah
Akademik Bab Il yang meliputi isu-isu yang belum memiliki landasan
empiris sebagai dasar argumentasi logis atas pasal-pasal dalam draft RUU
Penyandang Disabilitas :°

. Perhatian ada pada paparan empiris yang membutuhkan data
pendukung, pencarian data pendukung paparan empiris tersebut
cukup menyita banyak waktu.

o Isu pendidikan membutuhkan data empiris sebagai justifikasi,
data yang dibutuhkan adalah jumlah partisipasi penyandang
disabilitas di pendidikan tingkat dasar dan tinggi.

° Isu kesehatan, sudah ditambahkan data-data dari pengalaman
pendampingan DPO’s, dan akan lebih bagus jika ditambahkan
data mengenai fasilitas dan skema jaminan kesehatan bagi
penyandang disabilitas.

. Isu-isu lain telah dilengkapi data empiris pendukung sebagai

justifikasi bunyi Pasal-Pasal dalam RUU Penyandang Disabilitas.

° Ibid.
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Dan berikut ini adalah hasil diskusi kelompok yang membahas analisis
dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas:!0
o Telah memasukkan berbagai peraturan perundangan yang di
dalamnya mengatur dan berhubungan dengan penyandang
disabilitas.

o Terdapat 42 peraturan yang terdiri dari Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Termasuk 8
instrumen internasional yang telah diratifikasi.

o bahwa ada beberapa Undang-Undang yang sudah sesuai dengan
CRPD dan ada yang tidak sesuai dengan CRPD yang kita jadikan
acuan untuk melahirkan undang-undang baru ini.

o RUU Penyandang Disabilitas ini berisi soal teknis yang lebih
spesifik dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Ratifikasi CRPD. Jika ada pasal-pasal yang dari peraturan
perundang-undangan lain yang telah lebih dulu ada bertentangan
dengan pasal-pasal yang ada di RUU ini, maka pasal-pasal

sebelumnya tidak berlaku, hal ini disebutkan dalam batang tubuh

juga.

1 1bid.
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o Hal-hal yang belum diatur oleh UU lain akan dimasukkan dalam
UU ini, overlapping-nya tidak perlu diperinci, yang terpenting
adalah sinkronisasi dan harmonisasinya saja.

Pada 1 juni 2015, Komnas HAM bersama dengan Pokja RUU
Penyandang Disabilitas diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh
Komisi VIII DPR RI. Rapat ini bertujuan untuk meminta masukan dari
Komnas HAM dan Pokja Penyandang Disabilitas terkait penyandang
disabilitas di ranah hukum baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban.
Selain itu Komisi VIII meminta pendapat mengenai dimungkinkannya
LGBT masuk dalam RUU Penyandang Disabilitas.!!

Terkait dengan isu penyandang disabilitas di ranah hukum ada beberapa
point yang dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya adalah mengenai
pentingnya membahas istilah ‘cacat hukum’. Membahas istilah ini sangat
penting sebab istilah ini terkait erat dengan pembahasan RUU KUHP dan
KUHAP yang sedang disusun. Selain itu penting dibahas pula mengenai
Penentuan kapan seseorang yang mengalami ganguan kejiwaan berat
(Schizoprenia chronic) dan siapa yang bisa menentukan. Isu ini penting untuk
diatur dalam RUU mengingat kekhawatiran adanya pelaku yang mengaku-

ngaku mengalami gangguan jiwa berat.!2

" Laporan Pertemuan Komnas HAM dengan DPR-RI, Jakarta, 2015
12 .
. Ibid
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Hal lainnya adalah mengenai pentingnya mekanisme sebelum ke ranah
pengadilan yang bisa mengawasi penyandang disabilitas berat (seperti
schizophrenia chronic), apakah seorang pekerja sosial atau pihak-pihak lain.
Komnas HAM mengusulkan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia yang
nanti ada dapat mengatur soal mekanisme ini. 13

Penting pula diatur unsur pemberat sanksi bagi pelaku baik penyandang
disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. RUU seharusnya
mengatur sanksi ini dengan tetap berpegang pada azas “equallty before the

29

law”. Fajri dari PSHK menyebutkan soal pengaturan unsur pemberat

hukuman/sanksi bagi pelaku berdasarkan isi KUHAP/KUHP. Menurutnya
seorang penyandang disabilitas yang menjadi korban, perlakuannya sedikit
berbeda.!

Penyusunan (masukan) untuk RUU Penyandang Disabilitas masih terus
dilakukan Komnas HAM selama RUU tersebut belum sampai pada tahap
pengesahan. Masih ada beberapa isu yang harus dibahas dalam RUU
Penyandang Disabilitas, misalnya mengenai konsep diskriminasi positif,
kecakapan hukum penyandang disabilitas, dan konsep pemidanaan
disabilitas. Untuk membahas ketiga isu tersebut Komnas HAM
menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus pada 16 juni 2015. Diskusi

terfokus ini diselenggarakan oleh tim kajian RUU Penyandang Disabilitas

B Ibid.
“ . Ibid
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bersama Pelapor Khusus hak Penyandang Disabilitas Komnas HAM, Ansori
Sinungan, dengan mengundang Budi Tigor Hutapea, LBH Jakarta, dan
Ifdhal Kasim sebagai staf ahli Komisi VIIT DPR.!5
Diskusi membahas mengenai konsep diskriminasi positif yang memang
patut didapatkan oleh penyandang disabilitas. Menurut Ifdhal Kasim, RUU
Disabilitas adalah sebuah bentuk Diskriminasi Positif untuk penyandang
disabilitas, atau sebagai affimative action. Pangkal dari konsep tersebut
adalah menyetarakan kondisi penyandang disabilitas untuk dapat melakukan
kegiatan layaknya manusia biasa. Berdasar kebutuhan tersebut pemerintah
harus mengeluarkan cost untuk melaksanakan kewajiban negara. Praktiknya
pemerintah menghindari cost tersebut dalam melaksanakan kewajibannya,
sehingga pendekatan charity lahir untuk mengawal penyandang disabilitas.
Berbanding terbalik dari kondisi tersebut, RUU Disabilitas menggunakan
pendekatan berbasis hak, yang didalamnya banyak memberi kewajiban
terhadap pemerintah. Prinsip dari RUU ini adalah protektif dan afirmatif,
dengan metode yang berbeda.!¢
Konsep penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan proses
hukum adalah seputar kecakapan hukum, yakni pada kesadaran pelaku dan
kemampuan bertanggungjawab. Jika membandingkannya dengan negara lain

Amerika misalnya, mempunyai konsep balas budi terhadap veteran

> Laporan Diskusi Kelompok Terfokus 16 Juni 2015, Jakarta, 2015
16 .
. Ibid.

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 35



disabilitas karena korban perang.Untuk penyandang disabilitas sebagai
korban, maka pelaku dapat dikenaan pemberatan pidana, pidana tambahan
(atas profesi, dengan pencabutan hak-hak tertentu), dakwaan jaksa yang
berlapis dakwaan subsider.1?

Proses penyusunan RUU Penyandang Disabilitas memang masih terus
berjalan namun seiring sejalan dengan proses tersebut Komnas HAM juga
tetap melakukan upaya-upaya (desakan/advokasi) agar RUU segera untuk
disahkan. Bersama dengan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk
RUU Penyandang Disabilitas, Komnas HAM menggelar aksi bergerak untuk
pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Aksi ini digelar dalam bulan
Agustus 2015 (13, 18, dan 31). Aksi hari pertama dilaksanakan di Kantor
Komnas HAM dengan menggelar Konferensi Pers, pentas seni, dan
penandatanganan petisi agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan.
Selain aksi di kantor Komnas HAM, aksi dukungan pengesahan RUU
Penyandang Disabilitas juga dilaksanakan di jalanan. Konvoi dilakukan pada
tanggal 18 dan 31 Agustus dengan rute patung kuda thamrin — Bundaran H.I
— Gedung DPR RIL

Sampai dengan akhir tahun 2015 RUU Penyandang Disabilitas tetap
belum mencapai tahapan pengesahan. Pada januari 2016, Komnas HAM

berinisiatif untuk mengundang kementerian-kementerian yang terkait dengan

Y Ibid.
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RUU Penyandang Disabilitas untuk mendiskusikan Daftar Isian Masalah

(DIM). Terdapat beberapa hal yang disepakati antara pihak kementerian,

Komnas HAM dan Pokja RUU Penyandang Disabilitas, diantaranya:!8

1.

Bahwa Kementerian Sosial menyepakati bahwa RUU disabilitas
adalah isu lintas sektor;

Bahwa Kementerian Sosial mendukung Pokja untuk berdirinya
Komisi Nasional Disabilitas (KND);

Bahwa Kementerian Sosial menyepakati adanya leading sektor di
pemerintahan di luar KND;

Bahwa isu Konsesi yang sudah dihapus dalam RUU DPR, harusnya
dimasukan kembali mengingat penghapusan karena persepsi yang
salah terkait konsesi. Persepsi yang keliru mengartikan konsesi
sebagai pemotongan pajak bagi perusahaan tertentu yang dikelola
oleh penyandnag disbailitas.

Bahwa kuota 2 per 100 yang selama ini ditentang karena tidak
termuat dalam Kovenan Hak-hak penyandnag disabilitas, harusnya
dimasukan kembali mengingat penyandang disabilitas sangat sulit

mendapatkan haknya dalam pekerjaan.

'8 Laporan Naratif Kegiatan Diskusi kelompok Terfokus Terkait Daftar inventarisasi Masalah RUU Penyandang
Disabilias, Jakarta 29 Januari 2016
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6. Bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga menyepakati isu bahwa
untuk reward/penghargaan para atlet penyandang disabilitas harus
sama dengan non disabilitas sebagaimana isi RUU;

7. Bahwa Staf Kepresidenan pada hakikatnya setuju bahwa DIM RUU
disabilitas harus didiskusikan dengan para user.

Pada akhir pertemuan, Pelapor Khusus Hak Penyandang Disabilitas
Komnas HAM, Ansori Sinungan membuat tindak lanjut untuk melakukan
kunjungan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.!

Berdasarkan tindak lanjut dari diskusi terfokus di awal 2016 lalu,
Komnas HAM berkunjung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan kantor Kementerian Keuangan.
Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan argumentasi yang kuat untuk
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
terkait Komisi Nasional Disabilitas. Juga memberikan argumentasi terkait
konsesi untuk Penyandang Disabilitas bagi Kementerian Keuangan.

Komnas HAM kembali diundang oleh DPR pada 17 Februari 2016 untuk
memberi pandangan terkait RUU Penyandang Disabilitas. Dalam pertemuan

ini Komnas HAM memberi masukan mengenai pendataan penyandang

¥ Ibid.
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disabilitas, pendidikan disabilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas.

Terkait pendataan penyandang disabilitas, Komnas HAM memandang
pendataan masih belum berjalan dengan baik, karena masih bersifat sektoral.
Pendataan hanya dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan untuk data
tentang disabilitas yang sakit, kemudian Kementerian Sosial dan BPS untuk
data tentang disabilitas yang dianggap miskin.2? Sedangkan pandangan
Komnas HAM mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas, bahwa
pendidikan untuk penyandang disabilitas baru hanya sebatas Sekolah Luar
Biasa (SLB), perlu ditingkatkan lagi sekolah-sekolah inklusi bagi sekolah
umum.

Untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lainnya Komnas
HAM memberi masukan mengenai perlunya pendataan mengenai
aksesibilitas terhadap pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Komnas
HAM mengapresiasi adanya kemajuan di sektor kesehatan terkait dengan
adanya layanan BPJS, namun demikian banyak kelompok disabilitas belum
dapat memenuhi pembayaran premi. Kemudian untuk sektor
ketenagakerjaan, Komnas HAM memandang perlu adanya pengawasan

terkait regulasi 1:100 untuk para tenaga kerja di setiap perusahaan atau

?° paparan Komnas HAM dalam RDP dengan Komisi Il DPR RI, Jakarta, 17 Februari 2016.
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instansi. Selain itu regulasi ini juga membutuhkan sanksi bagi perusahaan

yang tidak menerapkan regulasi ini di perusahaannya.?!

2 Ibid.
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Tabel Kegiatan Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan

Undang-Undang No.8/2016

Waktu Kegiatan Output Kontribusi
Komnas HAM

2011 Diskusi dengan para pakar | Draft Naskah Akademik | o Menjadi
untuk menyusun Naskah | RUU Penyandang penyelenggara
Akademik Pentingnya | Disabilitas diskusi
Mengganti undang-undang
No. 4 tahun 1997 * Menjadi

narasumber

12 April | Konsultasi Publik terkait Menjadi

2012 Draft Naskah Akademik penyelenggara
RUU Penyandang kegiatan
Disabilitas

2 Mei 2012 | Diskusi dengan para pihak | Daftar Inventarisasi | Menjadi  peserta
terkait di | Masalah  (DIM) dari | diskusi
Yogyakartauntuk pihak  terkait kota
membahas Yogyakarta
penyempurnaan Draft
Naskah Akademik RUU
Penyandang  Disabilitas
pada tahun sebelumnya

10 Mei | Diskusi dengan para pihak | DIM dari pihak terkait | Menjadi peserta
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2012 terkait di Bandunguntuk | Kota Bandung diskusi
membahas
penyempurnaan Draft
Naskah Akademik RUU
Penyandang  Disabilitas
pada tahun sebelumnya
Juli 2012 Diskusi dengan para pihak | DIM dari pihak terkait | Menjadi peserta
terkai di Surabaya untuk | Kota Surabaya diskusi
membahas
penyempurnaan Draft
Naskah Akademik RUU
Penyandang  Disabilitas
pada tahun sebelumnya
29 Nov | Penyampaian Draft | NA RUU Penyandang | Menjadi pihak
2012 Naskah Akademik RUU | Disabilitas hanya | yang menyerahkan
Penyandang  Disabilitas | disinggung dalam | draft NA RUU
kepada Baleg DPR RI | pertemuan tersebut | Penyandang
yang dibarengi dengan | karena NA belum | Disabilitas
siaran pers penyerahan | dibahas dalam sidang
RUU ke baleg Paripurna Komnas HAM
Desember | Penyampaian draft RUU | Januari 2014 RUU | Menjadi pihak
2013 Penyandang  Disabilitas | Penyandang Disabilitas | yang menyerahkan
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kepada Baleg DPR RI menjadi RUU prioritas | draft RUU
di tahun 2014 Penyandang
Disabilitas
17-19 Lokakarya Persandingan | Penyatuan berbagai | Anggaran Komnas
Draft RUU Penyandang | versi Draft RUU | diperoleh dari
Juli 2014 Disabilitas versi Komnas | Penyandang Disabilitas. | TAF;
HAM, Pokja, Baleg DPR
—-RI Teknis:
memfasilitasi

Narasumber:

Balegnas DPR RI Periode
2009-2014

Peserta:

1. Komnas HAM

2. Pokja RUU
Penyandang
Disabilitas

3. Organisasi
Penyandang

Disabilitas Jogja

4. TAF

akomodasi,ruang
pertemuan  honor
narasumber,

perdiem peserta;

Substansi:

e Perlu
disandingkan

RUU disabilitas

berbagai versi;

e Komnas HAM
terlibat
pembahasan
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substansi  Draft
RUU
Penyandang

Disabilitas

Jaringan:

Mengundang
keterwakilan
ragam  disabilitas
dan beberapa dari
Yogyakarta (Pak
Setia, Sigab, dan

Sabda);

[ —
Agustus
2014

8

Konsinyasi

Penyempurnaan Draft
RUU Penyandang
Disabilitas dan naskah

akademis di Hotel Double

Tree Jakarta

Peserta:

1. Komnas HAM

2. Pokja

RUU

Draft RUU Penyandang
Disabilitas dengan pasal-
pasal

(burning issue)

yang lebih komprehensif

diantaranya isu yang
dibahas adalah:
Pendidikan, hukum,
kesehatan,
ketengakerjaan,
transoportasi, bidang

e Komnas HAM
terlibat
pembahasan

substansi Draft
RUU
Penyandang

Disabilitas

HAM

o Komnas

bersama-sama
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Penyandang
Disabilitas

3. Organisasi
Penyandang
Disabilitas Jogja

kewirausahaan dan

koperasi, bidang
pariwisata dan hiburan,
kebencanaan, pra-
bencana, tanggap

darurat, pasca bencana,

dengan The
Asta

Foundation
(TAF)

memfasilitasi

teknis kegiatan,

bangunan gedung, honor
pertamanan dan narasumber,
pemakaman, akomodasi
pemukiman, hebalitasi peserta.
dan
rehabilitasi,pendataan,
konsesi, komisi nasional
disabalitas Indonesia
(KNDI), peran serta
masyarakat
23 Komnas HAM | Audiensi dengan | e Melayangkan
September | melayangkan surat kepada | Balegnas terkait surat resmi
2014 Balegnas DPR-RI kemungkinan permohonan
pengesahan RUU audiensi kepada

Penyandang Disabilitas,

namun tidak terlaksana.

Balegnas DPR
RI dalam upaya

pengesahan
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RUU
Penyandang
Disabilitas.
Namun  surat
permohonan
tidak
mendapatkan
balasan dari
Balegnas DPR
RI, setelah
dikonfirmasi
kesediaannya
untuk ber-
audiensi dengan
Komnas HAM,
Balegnas DPR
RI menolak
karena jadwal
telah penuh
dengan  masa
sidang di akhir

periode.
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15 - 18 | Konsinyasi Pembahasan | Pemahaman persepsi | o Komnas HAM
Oktober Draft RUU Penyandang | yang sama dari berbagai hadir sebagai
2014 Disabilitas di Hotel Lor In | kementerian dan peserta
Bogor. lembaga atas draft RUU konsinyasi dan
Penyandang Disabilitas berkontribusi
Penyelenggara: memberikan
Kementerian Sosial masukan  dan
Peserta: Kementerian dan pandangan
Lembaga terkait, Pokja substansi
RUU Penyandang HAM dan
Disabilitas. pentingnya
pasal-pasal
(Komnas HAM diwakili yang
oleh Mochamad Felani) berperspektif
HAM  dalam
draft RUU
Penyandang
Disabilitas.
16 Januari | Komnas HAM | Dimasukkannya kembali e Melayangkan
2015 melayangkan surat kepada | RUU Penyandang surat resmi
Balegnas DPR-RI Disabilitas ke dalam kepada
Prolegnas prioritas Balegnas DPR
tahunan 2015
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RI untuk

1. Komnas HAM

2. Pokja RUU
Penyandang
Disabilitas

3. Organisasi
Penyandang

kembali
memasukkan
RUU
Penyandang
Disabilitas
sebagai
Prolegnas
Prioritas
Tahunan 2015
27 Januari | Pertemuan  pembahasan | Rencana Tindak Lanjut | Memfasilitasi
2015 rencana  tindak lanjut | dan Update posisi RUU | pertemuan dan
pengawalan RUU | Penyandang Disabilitas | terlibat aktif dalam
(Komnas Penyandang  Disabilitas | di DPR RI  pasca | substansi
HAM, pasca pergantian masa | pergantian masa kerja | pertemuan.
Jakarta) | DPR RI DPR RI
Peserta:
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Disabilitas Jogja

31 Maret

2015 -
April 2015

2

Lokakarya
Penyempurnaan  Naskah
Akademik
RUU Penyandang
Disabilitas

Tempat di Hotel Luwansa,

Jakarta.

Materi RUU
Penyandang Disabilitas
yang lebih matang dan
argumentasi-

argumentasi

pendukungnya yang
harus siap untuk
disampaikan ke
Pansus/Panja di DPR

paska masa reses 18 Feb

— 18 Maret.

Memfasilitasi
akomodasi, ruang
pertemuan  honor
narasumber,

perdiem peserta;

Substansi:
Membuat
justifikasi
pentingnya RUU
dan  memperkuat
beberapa pasal

penting;

Jaringan:

Mengundang
keterwakilan
ragam  disabilitas
dan beberapa dari
dearah
(Yogyakarta,

dan

Padang,

Makasar);
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1 Juni 2015 | Rapat dengar Pendapat | Masukan = DPR RI | Substansi:
DPR RI-Komnas HAM terkait isu-isu RUU:
1. Pentingnya
Peserta: 1. Disabilitas di ranah pendekatan
hukum berbasiskan hak
Komnas HAM, Fajri . .
asasi  manusia
(PSHK), Ketua sidang | 2.Pendataan PD (rights based
Komisi 8: Ibu Ledia approach) dalam
(PKS); anggota: RUU
Prof. Hamka (PKS), Desy 2. Pengaturan  tig
R (PAN), Drs. Alwi
agama  dalam
Sarah (Gerindra); RUU mengarah
pada
pentingnya
akses bagi
dakwah
16 Juni | Diskusi kelompok | Pemahaman lebih dalam | Teknis:
2015 terfokus. Peserta: terkait 3 persoalan RUU:
Memfasilitasi
Peserta diskusi: 1. Konsep honor narasumber
EISI,{?? tast dan akoomodasi
Nurrahman Aji Utomo, OstHE
Yossa AP  Nainggolan, 2. Kecakapan Substansi:
Hukum
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Moch Felani Budi. Tigor

Penyandang

Hutapea (LBH Jakarta), Disabilitas; Memberikan point-
Ansori Sinungan 3. Konsep point  penting 3
.. Pemidanaan persoalan RUU
(Komisioner Komnas dalam RUU
HAM). Disabilitas; Jaringan:
Mengundang
Ifdhal Kasim
Ipakar HAM) dan
staf Ahli Komisi 8
16 — 19 | Penyempurnaan RUU | Peserta dari Kementrian | Komnas HAM
Juni 2015 penyandang Disabilitas dan lembaga, Komisi- | menghadiri sebagai
komisi naisonal, | perserta diskusi
organisasi penyandang
disabilitas
13 Agustus | Aksi  bergerak  untuk | a.Peserta yang hadir | Teknis:
2015 (aksi | disabilitas mendorong dari berbagai
di Komnas | RUU di Komnas HAM kalangan, bukan Acara di Komnas
HAM) (konfrensi pers, hanya DPOs. Tapi HAM:
penandatanganan  petisi, NGO dan media .
¢ Biaya tenda,
pertunjukan  seni) dan i
b.Kesamaan  persepsi kursi,  makan
Konvoi dari patung Kuda, )
18 siang, dan
untuk mendorong

bundaran HI, dan DPR
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Agustus: RI RUU penyandang snack;
Konvoi disabailitas
2015 Lihat: e Konvoi:Komnas
HAM ikut
http://www.pedulidisabilit L
berpartisipasi
as.org/?p=1291
bersama-sama
http://www .suara.com/new dengan  pihak
§/2015/08/18/065200/pagi- terkait berjalan
.. dari Sarinah ke
ini-ratusan-penyandang-
disabilitas-akan-konvoi- bundaran HI
ke-dpr
31 Agustus | Aksi mendorong | Menggalang pihak
2015 pengesahan RUU | terkait untuk mendorong
Disabilitas RUU lewat aksi nasional
29 Januari | Diskusi Terkait Daftar a. Laporan diskusi | Teknis:
2016 Inventarisasi Masalah terfokus;
RUU Penyandang Biaya meeting
L b. Rencana tindak | Komnas HAM
Disabilias
lanjut  berupa
. . Substansi:
Mengundang: Kementrian- jadwal
kementrian terkait (dalam kunjungan ke Masukan yang
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surat  Presiden

kepada

kementrian)

tiga kementrian

merubah  perspsi

terkait KND,
konsesi, dan

rekresai.

3 Februari
2016

Pertemuan/ berkunjung ke
Kementrian PAN RB dan

Keuangan

Dapat tersusunnya

argumentasi yang kuat
terkait KND (PAN RB)

dan Konsesi (Kemenkeu)

Teknis:

Staf Komnas HAM
memimpin delegasi
untuk menghadap
Kementrian  dan
menjalankan

dan

maksud

tujuan;

Substansi:
Mengusulkan ide-
sebagai
argumentasi2 yang
menjadi pegangan
kementerian PAN

RB dan Keuangan

17

Februari

Rapat Dengar Pendapat
(RDP) DPD

-Komnas

Komnas

RUU

Pendangan

HAM

tentang

Substansi:

o Memberikan
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2016

HAM

Penyandang Disabilitas

masukan terkait
pendataan,

o Pendidikan
disabilitas (SLB

atau Inkulsi)

o Kekerasaan
terhadap
disabilitas
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Bab ITI Pemantauan Terhadap Pemberitaan di Media Massa

Telah dilakukan pengumpulan berita online terkait kata kunci Komnas HAM
dan isu Disabilitas untuk periode 2011 s.d.2016. Selama periode itu terkumpul hingga
89 berita dari berbagai media dengan uraian sebagai berikut: 2011 (6 berita), 2012 (4
berita), 2013 (7 berita), 2014 (11 berita), 2015 (40 berita), dan 2016 (s.d April)
(20berita). Semua berita itu kemudian dilakukan analisa dan kategorisasi.
Kategorisasi yang dilakukan adalah: Isu disabilitas apa saja yang paling banyak
menjadi perbincangan publik (Top Isu); Isu-isu apa saja yang muncul terkait RUU
Disabilitas dan sejauh mana peran Komnas HAM dalam mengelola isu ini dalam
rangka percepatan pengesahan RUU Disabilitas ; dan Narasumber yang paling

banyak mendapatkan liputan media (Top Narasumber).

A. Isu Disabilitas

Terkait isu disabilitas yang paling banyak mendapatkan liputan media atau
didorong menjadi perbincangan publik terpantau dalam laporan ini. Selain isu, tone
pemberitaan juga dapat dianalisa. Tone?? pemberitaan terkait isu disabilitas

cenderung positif (61%). Kendati demikian, terdapat potensi yang cukup besar bagi

22. Tone adalah warna pemberitaan terkait peran Komnas HAM. Tone Positif menandakan media telah
mengemukakan dan menonjolkan peran Komnas HAM pada isu terkait; Tone Negatif menandakan media
telah memberitakan negatif mengenai peran Komnas HAM pada isu terkait; dan Tone Netral menandakan
media tidak memberitakan keterlibatan Komnas HAM pada isu terkait
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Komnas HAM untuk berperan dalam pemberitaan mengingat 31% pemberitaan
terkait isu ini belum menyinggung Komnas HAM sama sekali dalam pemberitaan
(tone netral). Perlu disampaikan bahwa sebanyak 8% pemberitaan terkait isu
disabilitas memberikan tone negatif kepada Komnas HAM yaitu pemberitaan
mengenai sebagian tema pelanggaran hak atas pendidikan, konvensi hak-hak
penyandang disabilitas, dukungan fasilitas dan RUU Disabilitas. Secara umum,
Komnas HAM cukup berhasil dalam mengolah isu ini di ruang publik. Berikut adalah

table pemberitaan Komnas HAM mengenai isu disabilitas:

Ju = Ia h &

- Pelanggaran Hak Pendidikan PD 3 (4%)

Konvensi Hak-hak PD 3 (3%)

Dukungan Fasilitas PD 9 (10%)

( Pemilu dan PD 15 (17%)

Hukuman Mati dan PD 4 (5%)

Ratifikasi OP ICRPD 1(1%)

S
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Adapun tone pemberitaan isu disabilitas secara keseluruhan dpat dilihat pada ,

bagan berikut:

Tone Pemberitaan Isu Disabilitas

31%

Positif
61% Negatif
Netral

II1.2. Isu RUU Disabilitas

Adapun isu-isu yang muncul terkait RUU Disabilitas adalah sebagai berikut :

+ - Netral

Proses Legislasi 8 (19%) 6 (75%) 1(12,5%) 1(12,5%)

KNDI 14 (33%) 8 (58%) 3(21%) 3(21%)
Petisi 8 (19%) 1(13%) 0 7(87%)
Karnaval 5 (13%) 2(40%) 0 3(60%)
Media percepatan 1 (2%) 1(100%) 0O 0
Pengesahan

RUU
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FGD 2 (5%) 2(100% ) 0

RUU Disabilitas 1 (2%) 0 0 1(100% )
Harapan
Baru

S

Pengesahan UU 3 (7%) 0 0 3(100% )
Disabilitas

42 (100%) 20 (45%) 4(10%) 18(45%)

Berkenaan dengan tone pemberitaan Komnas HAM terkait isu RUU
Disabilitas, kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut terutama karena
hanya 45% saja pemberitaan yang mempunyai tone positif. Terdapat ‘ruang kosong’
yang cukup besar karena 45% pemberitaan terkait isu ini mempunyai tone netral.
Perlu disampaikan pula bahwa terdapat 10% pemberitaan mengenai isu ini yang

memberikan tone negatif kepada Komnas HAM.

Isu menonjol terkait RUU Disabilitas
Beberapa isu yang cukup menonjol terkait RUU Disabilitas adalah:
1. Proses legislasi RUU Disabilitas;
2. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI); dan
3. Upaya advokasi/ pengawalan (petisi, karnaval, FGD dan pengawalan media)
dalam rangka percepatan pengesahan RUU Disabilitas;

Berikut penjelasan lebih lengkap dari masing-masing isu yang dianggap menonjol:

II1.2.1 Proses Legislasi RUU Disabilitas
Terkait Proses Legislasi RUU Disabilitas, media lebih banyak memberitakan

positif peran Komnas HAM yaitu mencapai 75% pemberitaan. Kendati demikian
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bukan berarti tidak terdapat pemberitaan negatif tentang Komnas HAM terkait isu
ini karena terdapat media yang memberitakan pengakuan Komnas HAM bahwa
“Komnas HAM Akui Terlambat Ajukan Revisi UU Disabilitas ke Baleg”. Selain itu
juga terdapat berita yang bersifat netral atau tidak menyebutkan peran Komnas

HAM sama sekali terkait isu ini (12,5%).

| Tone Pemberitasn Proses Legisiasi RUU Disabilitas |

II1.2.2 Komisi Nasional Disabilitas Indonesia

Mengenai isu Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI), menjadi berita
mengenai RUU Disabilitas yang paling menonjol dimana komposisinya mencapai
34% dari total pemberitaan terkait RUU Disabilitas. Tone pemberitaan mengenai
isu ini cukup beragam karena 53% pemberitaan bersifat positif, 20% pemberitaan
bersifat negatif dan 27% pemberitaan bersifat netral atau tidak menyebutkan peran
Komnas HAM sama sekali.

Pemberitaan yang bersifat positif antara lain menyebutkan bahwa Komnas

HAM mendorong berdirinya Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI) karena
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Komnas HAM berpandangan persoalan atau kasus terkait isu disabilitas cukup intens
(banyak), spesifik dan uniknya. Sementara pemberitaan yang bersifat negatif, antara
lain karena Komnas HAM dinilai hanya mampu berperan memberikan rekomendasi
tanpa langkah tindak lanjut dan Komnas HAM dinilai tidak dapat menangani isu
disabilitas yang kompleks. Sementara pemberitaan bersifat netral terkait isu ini
dikarenakan tidak adanya narasi yang mengaitkan isu ini dengan peran Komnas
HAM. KNDI dipandang perlu untuk didirikan semata-mata merupakan mandat dari
pelaksanaan RUU Disabilitas.

II1.2.3 Advokasi/ Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas

Terkait upaya advokasi/ pengawalan dalam rangka percepatan pengesahan RUU
Disabilitas, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang cukup menonjol yaitu penggalangan
tandatangan (petisi), karnaval, dan penyelenggaraan FGD.Penggalangan
tandatangan dukungan untuk percepatan pengesahan RUU Disabilitas (Petisi)

menjadi upaya advokasi/ pengawalan yang paling banyak menjadi sorotan media
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mencapai.Berikut adalah bagan upaya advokasi RUU Disabilitas yang menjadi

sorotan media:

No | Isu Jumlah | Persentase Tone
Posutif Negatif | Netral
1 Petisi 8 50% 1 0 7
(13% ) (87% )
2 Karnaval 5 31% 2 0 3
(40% ) (60% )
3 Media 1 6% 1 0 0
(100% )
4 FGD 2 13% 2 0 0
(100% )
Jumlah 16 100%

Jika ditunjukkan dalam bagan, berikut gambaranya:

Petisi

Karnaval

Dukungan

Media
FGD
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Persoalannya, kendati petisi dan karnaval budaya menjadi upaya advokasi
percepatan pengesahan RUU Disabilitas yang paling banyak mendapatkan sorotan
media, namun peran Komnas HAM tidak tergolong dominan terkait kedua isu
tersebut (menurut pandangan media). Terkait pemberitaan tentang penandatangan
petisi, hanya 13% saja yang memberikan tone positif kepada Komnas
HAM.Sementara pemberitaan karnaval budaya, hanya 40% saja yang memberikan

tone positif terkait peran Komnas HAM.

a. Petisi

Pemberitaan terkait isu ini lebih banyak merekam peran PSHK yang diwakili
oleh Fajri Nursyamsi sebagai inisiator kegiatan.Nama Komnas HAM tidak banyak
terekam oleh media dan hanya sekedar menjadi tempat penyelenggaraan
kegiatan.Tidak banyak figur Komnas HAM yang terekam media memberikan
pernyataan. Sehingga Komnas HAM, menurut pandangan media, tidak memiliki
peran yang signifikan pada aktivitas advokasi ini. Atau dengan kata lain terdapat
‘ruang kosong’ yang cukup besar (87%) yang seharusnya dapat dioptimalkan oleh
Komnas HAM. Berikut adalah komposisi dari tone pemberitaan bagi Komnas HAM

terkait isu ini.
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W ponbif
N negatif

]

netral

Tene Pemberitaan Petisi RUU Dizabilitas |

b. Karnaval Budaya
Pada kegiatan ini, pemberitaan mengenai Komnas HAM tidak terlalu
menonjol.Satu-satu hal yang menyebabkan media mengkaitkan kegiatan ini dengan
Komnas HAM adalah akibat keterlibatan salah satu komisioner Komnas HAM yaitu
Sandrayati Moniaga yang turut menghadiri kegiatan tersebut. Atau dengan kata lain
terdapat ‘ruang kosong’ sebesar 60% yang dapat dioptimalkan oleh Komnas HAM.
Berikut adalah komposisi dari tone pemberitaan bagi Komnas HAM terkait isu

ini.

Tone Pemberitaan Karnaval Budaya I
40%

60%
M positif

M negatif

M netral
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c. FGD

Pada kegiatan ini, nama Komnas HAM dominan menjadi penyelenggara utama.
Namun sayangnya tidak ada pernyataan Komnas HAM yang dikutip.Pembuatan
pers rilis dapat menjadi salah satu strategi yang digunakan. Berikut adalah komposisi

dari tone pemberitaan terkait isu ini bagi Komnas HAM.

0%

0% Tone Pemberitaan FGD

M positif
M negatif

" netral
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Isu menonjol terkait RUU Penyandang Disabilitas
1. Proses legislasi RUU Disabilitas;

Terkait Proses Legislasi RUU Disabilitas, media lebih banyak memberitakan :

12,5 % Berita Negatif

Beri P12,_5_?G 75 9%
erita Positi Berita Netral

{ Undang - Undang |

{ u“daf)g'ur)dar}g | ‘

2. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI)

pemberitaan yang bersifat negatif, antara lain
2 0 y karena Komnas HAM dinilal hanya mampu
0 berperan memberikan rekomendasi tanpa langkah

Bel‘ita Negatif tindak lanjut dan Komnas HAM dinilai lidak dapat

menangani isu disabilitas yang kempleks.

Pemberitaan bersifat netral dikarenakan tidak
o adanya narasi yang mengaitkan isu ini dengan
27 A peran Komnas HAM.KNDI dipandang perlu
untuk didirikan semata-mata merupakan

Be"ta "etl’al mandat dari pelaksanaan RUU Disabilitas.

Menyebuthan bahwa Kommnas HAM mendorong
berdirinya Kemisi Nasional Disabilitas Indonesia
5 3 % (KNDI} karena Komnas HAM berpandangan

. s+ persoalan atau kasus terkait isu disabilitas
Berita Positif firun intens (banysk). spesifik dan uniknya
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3. Advokasi / Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas;

. Madiani o &%
CApaIan % FGD k Pe
kddd I 13 % Pepgesshan RO Diasbilitas
l..x;l uﬁ 1%
hmnput.ﬁ Patisi ugtuk Perce iy
] Dizabilitas - 50 % Peu-éauh-an RO Disabeilitas
@5 /
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II1.3 Narasumber Isu Disabilitas.

Top Narasumber |
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Beberapa narasumber yang terlihat paling menonjol atau paling banyak
dirujuk media untuk memberikan pernyataan terkait isu disabilitas adalah Saharudin
Daming, Sandrayati Moniaga, dan Nur Kholis.Pada level berikutnya, narasumber
yang cukup mendapatkan sorotan media untuk isu disabilitas adalah Maneger
Nasution, Yeni Rosa Damayanti dan Fajri Nursyamsi. Melihat data narasumber
diatas, terindikasi bahwa pihak-pihak Komnas HAM baik komisioner maupun staf
ternyata menjadi rujukan bagi media terkait upaya mendorong pengesahan RUU

Penyandang Disabilitas.
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Bab IV

Catatan Terkait Isi Undang-Undang Penyandang Disabilitas

IV.1 Pengantar

Pada 17 Maret 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas
(PD) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya,
pemerintah mengundangkan UU tersebut menjadi UU No.8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas.

Sebelum disahkan, UU PD telah melalui perjalanan yang cukup panjang.
Perjalanan itu dimulai dengan penyusunan konsep RUU tentang Penyandang
Disabilitas terdiri atas Naskah Akademik dan RUU Disabilitas itu sendiri. Konsep
disusun secara sistematis dan komprehensif dengan mengacu pada UU Nomor 10
Tahun 2004 J.O. UU Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan maupun peraturan teknis dan beragam literatur yang memuat
tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan demi
menghasilkan naskah akademik dan RUU tentang Penyandang Disabilitas yangkaya
dengan materi bernuansa penguatan hak disabilita dan wvalid dari sisi proses
penyusunannya.

Penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas dimulai dengan menggelar
berbagai seminar, lokakarya maupun FGD (Focus Group Discussion/Diskusi
Kelompok Terfokus) yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Hasil dari kegiatan
tersebut menyimpulkan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

CRPD, tidak dapat berkedudukan sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997
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tentang Penyandang Cacat, karena hanya berlaku sebagai UU dengan kekuatan
moral (Morality Binding Power). Untuk menjadi UU dengan kekuatan mengikat
secara hukum (Legally Binding Power), maka perlu dimunculkan UU tersendiri
tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil tersebut maka Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas
HAM melakukan proses pengkajian. Selanjutnya, Subkomisi Pengkajian dan
Penelitian membentuk Tim Penyusun RUU Penyandang Disabilitas di bawah
koordinasi Komisioner Ahmad Baso yang kemudian disahkan dalam Sidang
Paripurna Komnas HAM. Tim Penyusun berhasil membuat rancangan konsep RUU
Penyandang Disabilitas. RUU tentang Penyandang Disabilitas hasil rancangan
Komnas HAM terdiri dari XIV Bab dan 152 Pasal serta penjelasan umum dan
penjelasan pasal demi pasal. Dalam penyusunan RUU tentang Penyandang
Disabilitas, Komnas HAM melibatkan berbagai unsur penyelenggara negara secara
multi sektoral. Juga melibatkan pihak terkait penyandang disabilitas yang lain.

Selanjutnya rancangan atau draf tersebut disosialisasikan ke berbagai stakeholder
sebagai naskah pertama. Naskah itu, lalu menginspirasi pihak lain untuk melakukan
pengembangan, pengayaan dan perancangan ulang mengenai RUU tentang
Penyandang Disabilitas.Menindaklanjuti RUU Penyandang Disabilitas yang telah
disusun oleh Komnas HAM, Direktorat Orang dengan Kecacatan Kementerian Sosial
menyelenggarakan FGD mengenai penyempurnaan materi muatan RUU tentang
Penyandang Disabilitas. Kegiatan tersebut berlangsung di Bogor pada tanggal 26-28
Maret 2013 dan tanggal 8-10 April 2013 dengan melibatkan berbagai kementerian dan

lembaga terkait termasuk Komnas HAM. Hasil FGD belum memuaskan karena ada
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kecenderungan forum belum bisa menerima sepenuhnya ide reformasi hukum
disabilitas secara menyeluruh.

Lalu, komunitas Penyandang Disabilitas membentuk kelompok kerja (Pokja)
RUU Penyandang Disabilitas yang bertugas untuk menyusun draf RUU tentang
Penyandang Disabilitas. Tim Pokja terdiri dari Saharuddin Daming (Ketua SC) dan
Ariani (ketua OC). Sedangkan tokoh disabilitas lain bebas memilih antara SC dan
OC. Tim Pokja menyusun legal drafting dengan mengacu pada CRPD dan peraturan
lain yang telah disusun Komnas HAM maupun Kementerian Sosial. Hasilnya Tim
Pokja berhasil membuat naskah RUU Penyandang Disabilitas yang terdiri dari
naskah akademik setebal 127 halaman, dan materi muatan RUU sebanyak 28 Bab
dan 432 Pasal.

Kemudian pada 13 Juni 2013 Pokja menyerahkan secara resmi naskah RUU PD
langsung ke DPR melalui pimpinan Balegnas, pada saat dan tempat yang sama
Komnas HAM juga menyerahkan naskah RUU PD versi Komnas HAM yang
diserahkan langsung oleh Sandrayti Moniaga kepada pimpinan Balegnas.

Mengetahui bahwa Pokja telah berhasil menyusun RUU PD dengan 432 pasal,
maka hasil pertemuan Pangrango versi Kementerian Sosial yang sedianya
dimaksudkan untuk membentuk tim penyusun RUU tentang Penyandang Disabilitas
yang lebih komprehensif, tidak dapat dilanjutkan. Mereka merasa tidak perlu
melakukan legal drafting karena naskah RUU yang dirilis Pokja sudah memenuhi
semua unsur yang ditargetkan.

Pada 7 Januari 2014, Pusat StudiHukum dan Kebijakan (PSHK), LBH Jakarta
bersama sejumlah fungsionaris Pokja antara lain Ariani, Maulani, Yeni Rosa

Damayanti, Aria Indrawati bertemu dengan Saharuddin Daming agar Saharuddin

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
72 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



Daming berkenan memberi kewenangan kepada tim sinkronisasi Pokja untuk
mereformulasi materi muatan naskah RUU yang telah disusun. Selanjutnya Tim
Sinkronisasi bekerja dan berhasil menyederhanakan naskah RUU tersebut menjadi
268 pasar dari 432 pasal.

Lalu, RUU Penyandang Disabilitas tersebut mengalami proses pembahasan yang
berliku dan mengalami beberapa kali perubahan di DPR RI. Dan akhirnya disahkan
menjadi UU pada 17 Maret 2016. DPR RI berharap dengan pengesahan UU tersebut
maka jaminan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan
baik.

Banyak pihak merasa senang dengan pengesahan tersebut karena UU PD secara
umum telah memuat hak-hak dasar Penyandang Disabilitas. Tapi, UU PD dapat
dikatakan masih belum sempurna karena sebagian hak-hak dasar Penyandang
Disabilitas pengaturannya masih minim dan sebagian malah abstrak atau kurang

tegas.

IV.2 Profil Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Secara umum UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (PD)
dinilai jauh lebih baik daripada UU sebelumnya yaitu UU No. 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat. UU PD dikatakan lebih baik karena UU ini tidak lagi berbasis
pada belas kasihan (charity) tapi sudah berbasis pada hak (rights). UU PD sudah
cukup lengkap dalam mengatur hak-hak dasar PD walaupun pada beberapa bagian

pengaturannya masih abstrak dan atau dengan porsi yang belum memadai.
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Berikut adalah profil dari UU Nomor 8 Tahun 2016 dimaksud:

No Item Keterangan

1 Bab Terdiri dari 13 bab, yaitu:
Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d Pasal 3)

Bab IT Ragam Penyandang Disabilitas (Pasal 4)

Bab III Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 5 s.d Pasal 26)

Bab IV Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 27 s.d Pasal
128)

Bab V Koordinasi (Pasal 129 s.d Pasal 130)
Bab VI Komisi Nasional Disabilitas (Pasal 131 s.d Pasal 134)

Bab VII Pendanaan (Pasal 135)

Bab VIII Kerja Sama Internasional (Pasal 136 s.d Pasal 137)

Bab IX Penghargaan (Pasal 138 s.d Pasal 141)

Bab X Larangan (Pasal 142 s.d Pasal 143)
Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 144 s.d Pasal 145)

Bab XII Ketentuan Peralihan (Pasal 146 s.d Pasal 147)
Bab XIIT Ketentuan Penutup (Pasal 148 s.d Pasal 153)

2 Pasal dan | Terdiri dari 153 Pasal dan 184 Ayat
Ayat

3 Penjelasan Terdiri dari:
I.Umum

I1. Pasal Demi Pasal
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Undang-Undang ini mengatur 10 pihak swasta yaitu: 1.Penyelenggara dikti, 2.
Tenaga kesehatan, 3. Pelayanan kesehatan, 4. Lembaga pelatihan kerja, 5. Rumah
sakit negara, 6.Rumah sakit swasta, 7.Pemberi kerja, 8. Perusahaan swasta, 9.Tenaga
kesehatan, 10.BUMN dan BUMD.

Ada 18 peraturan delegasi (ketentuan peraturan pelaksana) yaitu: 15 peraturan
pelaksana, 2 peraturan presiden, 1 peraturan menteri.

Mengatur 23  sektor yaitu: Hukum, Pendidikan, Ketenagakerjaan,
Kewirausahaan, Koperasi, Politik,Keagamaan, Keolahragaan, Pariwisata,
Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Infrastruktur, Pelayanan Publik, Perhubungan,
Kebencanaan, Habilitasi dan Rehabilitasi, Komunikasi dan Informasi, Perempuan,
Anak, Keuangan, Pajak, BUMN, dan Otonomi Daerah.

Mengatur terkait 27 lembaga negara yaitu:Kemenkumham, Kepolisian,
Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Kemendikbud, Kemenakertrans, Kemenpan,
Kementerian UKM, LKPP, Kemenperindag, Kemenkes, KPU, KPUD, Kemenag,
Kemenpora, Kemenpar, Kemensos, Kemen PU dan Perumahan, Bappenas,
Ombudsman, BNPB, Kemenkeu, Dirjen Pajak, BPS, Kemenkominfo, Kemen PP,
Kemenlu, Kemen BUMN.

IV.3 Catatan aspek-aspek dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas
Undang-undang Penyandang Disabilitas telah disahkan dan diundangkan
menjadi UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara umum UU ini
telah memuat sejumlah tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh para
Penyandang Disabilitas di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada sejumlah hal

yang belum sepenuhnya terakomodir di dalam ini. Komnas HAM mencatat beberapa
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hal penting terkait UU Penyandang Disabilitas yang masih perlu terus

diperjuangkan:

A. Perihal Leading Sector

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 memposisikan leading sector dalam uu ini
adalah Kementerian Sosial. Hal tersebut bisa dilihat di Pasal 1 Angka 20 yang
berbunyi,”Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial.” Selanjutnya tentang tugas menteri dijelaskan pada Pasal 129 Angka 2
yvang berbunyi, "Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan
kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.” Pasal 129
Angka 3 berbunyi,”Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.” Selanjutnya Pasal 129 Angka 4 lebih rinci dijelaskan tugas menteri,
yaitu: “Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

melaksanakan tugas:

a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas;

b. menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas berjalan dengan efektif;

c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan

pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
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d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan
dengan efisien.

Komnas HAM berpendapat penempatan Kemensos sebagai leading sector kurang
tepat karena Kemensos yang hanya menangai satu sektor yaitu urusan sosial, apalagi
urusan disabilitas hanya ditangani oleh eselon II. Seharusnya persoalan pemenuhan
HAM Penyandang Disabilitas harus ditangani secara multi sektor dan berdasar rights
base bukan charity. Berdasar fakta tersebut maka Komnas HAM berpendapat akan
lebih tepat bila leading sector-nya yaitu:

1. Kementerian yang membawahi atau memiliki kewenangan untuk
melakukan koordinasi danmampu memimpin koordinasi dengan
sejumlah kementerian lainnya, yaitu Kementerian Koordinator Politik
Hukum dan HAM (KemenkopolhukHAM) atau Kementerian
Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Budaya (KemenkoPMB);

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

Karena sudah terlanjur UU No.8 Tahun 2016 memposisikan leading sector adalah
Kemensos maka Komnas Ham menyarankan ada beberapa hal yang harus dilakukan
agar upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Penyandang
Disabilitas dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Terkait mandat yang diamanatkan di dalam UU No.8 Tahun 2016,
Kemensos harus berani bersikap pro aktif untuk menjalin komunikasi

dengan kementerian terkait. Kemensos harus berani untuk melakukan
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supervisi dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain
secara intensif;

2. Demi menjamin peran supervisi dan koordinasi tersebut maka presiden
harus berani membuat Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden
tentang kedudukan dan fungsi Kemensos sebagai leading sector UU
No.8 Tahun 2016;

3. Kemensos harus pro aktif menjalin komunikasi dan mengajak
stakeholder Penyandang Disabilitas seperti Komnas HAM, KND,
lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, tokoh agama, tokoh
masyarakat, media massa dan lain-lain untuk bersama-sama
menjalankan amanat UU No.8 Tahun 2016;

4.  Kementerian lain yang urusannya disebutkan dalam UU No. 8 Tahun
2016 harus bersedia untuk melakukan koordinasi dan mengeksekusi
kebijakan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak terulang
kembali kasus-kasus pengabaian terhadap isu disabilitas yang

sebelumnya sangat umum terjadi.

B. Perspektif Publik dan atau Aparat Negara terhadap Penyandang Disabilitas
Keberadaan UU Penyandang Disabilitas (PD) diharapkan mampu mengubah
cara pandang disabilitas (perspektif) publik/penyelenggara negara terhadap PD. Jika
semula publik memandang PD dinilai tidak berdaya karena kedisabilitasannya, maka
dengan kemunculan UU PD diharapkan perspektif publik/penyelenggara negara

bergeser menjadi bahwa ketidakberdayaan PD bukan karena kedisabilitasannya
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tetapi karena adanya hambatan lingkungan yang membuat PD tidak bisa
menjalankan segala aktivitasnya dengan baik. Tapi harapan itu akan sulit terwujud
karena di UU PD — khususnya di bagian tentang Komisi Nasional Disabilitas — tidak
ada mandat untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi dalam rangka mengubah
cara pandang tersebut.

Agar perspektif masyarakat dapat berubah, Komnas HAM menyarankan:

1. Ada program penyuluhan atau sosialisasi tentang perspektif yang benar
terhadap PD. Program ini harus dilakukan secara intensif, terarah, terpadu,
komprehensif dan berkelanjutan;

2. Segera dimplementasikan pembangunan fasilitas publik yang aksesibel dan
akseptebel terhadap Penyandang Disabilitas;

3. Setiap program pembangunan — khususnya pembangunan infrastruktur —
yang dilakukan negara harus memperhatikan kepentingan Penyandang

Disabilitas.

C. Pendataan

Data tentang jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia sampai kini tetap
menjadi persoalan yang krusial dan meresahkan. Mengapa? Karena sampai kini data
tentang jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia ada banyak versi yang
mencantumkan jumlah Penyandang Disabilitas dan hasilnya pun berbeda-beda. Ada
data versi Kementerian Sosial, versi Kementerian Kesehatan, versi Badan Pusat
Statistik, versi Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Seharusnya ada data resmi dari pemerintah yang valid tentang jumlah dan profil

Penyandang Disabilitas di Indonesia. Data jumlah PD sangatlah penting, karena
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data yang valid akan menjadi pijakan atau rujukan untuk membuat beragam
program dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
Penyandang Disabilitas.

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 soal pendataan Penyandang Disabilitas
tercantum di Pasal 22, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121.
Ketentuan pendataan bagi PD dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikatakan
telah memenuhi unsur minimal yang diperlukan oleh sebuah negara berkembang
untuk membangun peradaban disabilitas berbasis data. Meskipun demikian masih
perlu dibentuk pengaturan tambahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang
menegaskan hal-hal sebagai berikut:

(a) Sebagai bagian dari penduduk dan warga negara Indonesia Penyandang
Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi
bagian dari pencatatan sensus dan statistik mencakup data dan informasi
secara makro hingga mikro tentang Penyandang Disabilitas.

(b) Pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengelola,
menganalisis dan menyajikan data sensus dan statistik serta informasi
tentang Penyandang Disabilitas secara valid dan akurat, sekurang-
kurangnya meliputi: nama, kelahiran, alamat, jenis dan derajat
kedisabilitasan yang disandang, faktor penyebab disabilitas yang
disandang, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan,
tingkat penghasilan, dan tingkat kesejahteraan.

(¢) Pemerintah wajib melakukan unifikasi data sensus dan statistik serta
informasi tentang Penyandang Disabilitas melalui pola satu atap demi

mencegah terjadinya parsialisasi dan diferensiasi data sensus dan statistik
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serta informasi tentang Penyandang Disabilitas menurut kepentingan
masing-masing kementerian/ lembaga.

(d) Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memiliki,
mengelola, menganalisis, dan menyajikan data sensus dan statistik serta
informasi tentang Penyandang Disabilitas yang bersumber dari hasil
pengumpulan data sensus dan statistik serta informasi tentang
Penyandang Disabilitas.

(e) Kewajiban tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sensus dan statistik
kependudukan, tetapi seluruh kementerian/lembaga maupun perangkat
pemerintah daerah, harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Setiap perguruan tinggi, wajib membentuk pusat studi layanan disabilitas
untuk melakukan kajian dan atau penelitian serta mengelola dan
menganalisis data dan sensus dan statistik serta informasi tentang
Penyandang Disabilitas.

(g) Hasil pengkajian dan penelitian sedemikian rupa direkomendasikan

kepada pihak terkait.

D. Kemandirian dan Inklusifitas

Apakah UU PD mampu membuat PD menjadi insan yang mandiri dan inklusif
dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Jika diamati secara saksama keseluruhan
materi UU Nomor 8 Tahun 2016 akan tampak bila PD telah menjadi subjek hukum

secara total, bebas dari stigma dan diskriminasi serta tersedianyajaminan terhadap
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penyediaan beragam fasilitas layanan kebutuhan dasar bagi PD. Semuahal tersebut
akan menjadi pemicu PD untuk hidup secara layak, inklusif, mandiri dan
bermartabat. Tapi, itu semua masih bersifat harapan yang pemenuhannya
tergantung kepada negara. Agar semua harapan itu dapat terwujud maka harus ada
tindakan nyata, seluruh kementerian dan lembaga harus mampu menunjukkan

komitmen dan menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati.

E. Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Status KND yang tercantum di dalam UU Nomeor 8 Tahun 2016 merupakan
prestasi tersendiri dari perjuangan komunitas Penyandang Disabilitas. Namun,
prestasi tersebut bisa dibilang belum maksimal karena hanya ada 4 pasal yang
berbicara tentang KND. Padahal dalam RUU PD yang diusulkan kelompok kerja
RUU PD yang terdiri dari 432 pasal terdapat 32 pasal yang memuat tentang KND.

Empat pasal di dalam KND hanya mengatur tentang status KND sebagai
lembaga non struktural dan bersifat independen; mengatur tentang tugas KND;
mengatur tentang fungsi KND. Sedangkan soal organisasi dan tata kerja serta
keanggotaan diatur dengan peraturan presiden.

Soal peraturan presiden tentang KND, sejatinya telah muncul rasa khawatir
di kalangan Penyandang Disabilitas bahwa Perpres itu nanti justru akan
memandulkan atau membuat KND tidak independen. Mengapa? Sebab pembuat
perpres yaitu pemerintah memiliki keleluasaan menyusun struktur organisasi, tata
kerja, dan keanggotaan KND berdasarkan selera mereka. Apalagi bila dalam
penyusunannya tidak meminta masukan atau pendapat dari stakeholder Penyandang

Disabilitas. Bila hal itu terjadi, maka harapan yang ditumpukan kepada KND untuk
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mengawal pelaksanaan UU PD dengan sebaik mungkin, niscaya tidak bakal
terwujud.
Agar perpres tentang KND bisa memenuhi harapan dari Penyandang Disabilitas,
maka Komnas HAM mengajukan gagasan sebagai berikut:
I. Kewenangan
Kewenangan KNDI mencakup dua hal, yakni:

a) KND harus memiliki kewenangan untuk melindungi dan memajukan hak
asasi manusia Penyandang Disabilitas.

b) KND harus mendapat mandat seluas mungkin yang mencantumkan
komposisi dan bidang kewenangannya yang disebutkan secara jelas
dalam naskah konstitusi dan legislatif.

IL. Pertanggungjawaban
KND harus mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menyampaikan pendapat, rekomendasi, usulan dan laporan mengenai hal-
hal yang menyangkut perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia
Penyandang Disabilitas kepada pemerintah, parlemen, dan badan-badan
yang berwenang lainnya. Pendapat, rekomendasi, usulan, dan laporan
tersebut, serta hak istimewa yang dimiliki KND tersebut, harus
berhubungan dengan bidang-bidang sebagai berikut:

i. Ketentuan legislatif atau administratif, serta ketentuan yang
berhubungan dengan organisasi peradilan, yang dimaksudkan untuk
melindungi dan memperluas perlindungan hak asasi manusia.
Sehubungan dengan itu, KND harus menguji ketentuan-ketentuan

legislatif dan administratif yang sedang berlaku beserta undang-undang
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dan rancangan-rancangan undang-undang dan administratif dan harus
membuat rekomendasi yang dipandang perlu dalam rangka menjamin
agar ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari
hak asasi manusia. Apabila perlu, KND harus merekomendasikan
penetapan undang-undang baru, amendemen undang-undang yang
sedang berjalan, dan penetapan atau amendemen langkah-langkah
administratif.

ii. Situasi pelanggaran hak asasi manusia yang sudah diputuskan akan
ditangani.

iii. Persiapan laporan KND yang berhubungan dengan hak asasi manusia
secara umum dan khusus.

iv.Menarik perhatian pemerintah terhadap situasi-situasi di segala bagian
negara yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan membuat
usulan pada pemerintah berisi prakarsa untuk mengakhiri situasi itu
dan, apabila perlu, menyampaikan pendapat tentang posisi dan reaksi
pemerintah.

b) Untuk memajukan dan menjamin keselarasan undang-undang,
peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen internasional hak
asasi manusia di mana negara itu menjadi Pihak dan penerapannya
secara efektif.

c) Mendorong ratifikasi atau persetujuan instrumen-instrumen yang
diterangkan di atas dan pelaksanaannya.

d) Berpartisipasi dalam laporan yang harus disampaikan oleh negara-negara

kepada badan-badan dan komite-komite PBB dan institusi-institusi
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regional, sesuai dengan kewajiban perjanjian internasional, dan, bilamana
perlu, karena kemandiriannya, KND dapat menyampaikan pendapatnya
mengenai pokok masalah tertentu;

e) Bekerja sama dengan PBB dan institusi lainnya dalam sistem PBB,
institusi-institusi regional dan institusi nasional dari negara-negara lain
yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pemajuan hak asasi
manusia;

f) Membantu pembentukan program-program pengajaran dan penelitian
hak asasi manusia dan mengambil bagian dalam pelaksanaannya di
sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lingkaran profesional.

g) Mempublikasikan hak asasi manusia dan upaya-upaya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi rasial dengan
meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya melalui informasi dan

pendidikan dan dengan memanfaatkan semua institusi pers.

III. Keanggotaan
a) Keanggotaan KND untuk periode awal (pertama) dipilih oleh sebuah
panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh presiden. Untuk periode
berikutnya pansel dibentuk oleh KND.
b) Pansel bertugas menyeleksi calon anggota KND. Hasil seleksi pansel
selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk
di fit and proper test. Fit and proper test dilakukan DPD RI agar tidak ada

intervensi kepentingan politik.
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c) Hasil fit and proper test diserahkan oleh DPD RI kepada presiden untuk
disahkan.

d) Pansel melaksanakan seleksi secara independen, transparan, jujur, adil
dan memperhatikan keragaman.

e) Anggota KND harus berasal dari beragam kelompok. Perwakilan
kelompok berasal dari:

i. Organisasi non pemerintah yang bergerak atau peduli terhadap hak
asasi manusia Penyandang Disabilitas
ii. Aliran-aliran pemikiran filsafat dan agama;
iii. Akademisi dan ahli terkemuka;
iv. Pemerintah (wakil pemerintah sebaiknya ditempatkan pada posisi
sebagai penasihat bukan sebagai anggota KND)
v. Kelompok profesi

f) Anggota KND harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi,
jujur, paham tentang disabilitas, dan memiliki pengalaman yang
memadai dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak
asasi manusia penyandang disabilitas.

g) Jumlah anggota KND adalah ganjil. Minimal jumlahnya adalah 11
orang dengan rincian minimal 4 orang adalah Penyandang Disabilitas, 7
orang bisa Penyandang Disabilitas atau bukan Penyandang Disabilitas.

h) Satu periode keanggotaan KND lamanya adalah 5 tahun. Anggota KND

paling lama hanya boleh menjabat selama dua periode.
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IV. Sekretariat Jenderal
a) KND memiliki sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan dan

supporting system guna menjamin terlaksananya tugas, fungsi dan

wewenang anggota KND.
b) Sekretariat Jenderal KND, selanjutnya disebut setjen, dipimpin oleh

seorang Sekretaris jenderal yang selanjutnya disebut sesjen.

V. Pendanaan

Anggaran KND berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut undang-undang.

VI. Perwakilan
a)Bila dipandang perlu demi efektivitas pelaksanaan tugas dan menjamin
terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas, KND dapat membentuk
perwakilan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

b)Ketentuan tentang pembentukan Perwakilan ditetapkan oleh Komisi

Nasional Disabilitas.
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Catatan aspek-aspek
dalam Undang-Undang
Penyandang Disabilitas

Komnas HAM berpendapal penempatan
A Kemensos sebagai leading sector kurang

Perihal Leading Sector  lepatkarena Kemensos yang hanya
menangal satu sektor yaitu urusan sosial,

harus ditangani secara multi sektor dan

apalagi urusan disabilitas hanya ditangani
oleh eselon Il Seharusnya persoalan
pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas
berdasar rights base bukan charity

Dengan kemunculan UU PD diharapkan

perspektif publik/penyelenggara negara

8 bergeser menjadi bahwa ketidakberdayaan

PD bukan karena kedisabilitasannya tetapi

_—~ Perspektif Publik karena adanya hambatan lingkungan yang

dan atau Aparat membuat PO tidak bisa menjalankan segala

Negara terhadap = ktivitasnya dengan baik. Tapi harapan itu

’ Peoysodaog akan sulit terwujud karena di UU PD -

Disabilita: khususnya di bagian tentang Komisi

s i Nasional Disabilitas - tidak ada mandat

untuk melakukan penyuluban atau

sosialisasi dalam rangka mengubah cara
pandang lersebut.
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Data tentang jumiah Penyandang Disabilitas di

Indonesia sampal kinl tetap menjadi

persoalan yang krusial dan meresahkan. 8
Mengapal Karena sampal kini dala tentang Pendataan
jumiah Penyandang Disabilitas di Indonesia

ada banyak versl yang mencantumkan jumiah

Penyandang Disabilitas dan hasiinya pun
berbeda-beda Ada data versi Kementerian

Sosial, versi Kementerian Kesehatan, vers)

Badan Pusat Statistik, versi Kementerian
Tenaga Kerja, dan lain-lain

Apakah UU PD mampw membuat FPD
menjadi insan yang mandiri dan inkiusif dalam
menjalani kehidupan sehari-hari? Jika diamati
secara saksama keseluruhan matert UU Nemer 8
Tahun 2016 akan tampak bila PO telah menjadi
subjek hukum secara total bebas dari stigms dan

pemicu PD untuk hidup secara layak, inkiusif,
mandirt dan bermartabatl. Tapl, itu semua masih
bersifat harapan yang pemenuhannya lergantung
kepada negara. Agar semua harspan itu dapat
terwujud maka harus ada lindakan nyata, seluruh
kementerian dan lembaga harus mampu
menunjukkan kemitmen dan menjalankan

a dengan sepenuh hati

Status KND yang tercantum di dalam UU Nemer 8
Tahun 2016 merupakan prestasi lersendin dar
perjuangan kemunitas Penyandang Disabilitas
Namun, prestasi tersebut bisa dibilang belum
makiimal karena hanya ada % pasal yang berbicara
tentang KND Padahal dalam RUU PD yang diusulkan
knlompek kerja RUU PD yang terdinl darl 932 pasal
terdapal 32 pasal yang memuat lentang KND
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IV.4 Catatan Para Penyandang Disabilitas

Kelahiran UU Penyandang Disabilitas telah melalui jalan panjang dan berliku
dengan pengawalan yang gigih dan terus menerus dari para Penyandang Disabilitas.
Berikut ini beberapa catatan dari Penyandang Disabilitas yang turut mengawal

kelahiran UU Penyandang Disabilitas:

A. Aryani Soekanwo

Aryani Soekanwo adalah Penyandang Disabilitas Netra. Dia salah satu tokoh
yang aktif diberbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyandang Disabilitas. Dia
juga tercatat sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
periode 2011-2016. Menurutnya Komnas HAM terlibat aktif dalam penmbentukan
Undang-Undang Penyandang Disabilitas mulai dari perencanaan, penyusunan,
pembahasan, dan pembentukan undang-undang.

Pada tahap perencanaan bersama beberapa lembaga seperti PPDI dan
Kementrain Sosial, Komnas HAM menginisiasi untuk menyusun draft RUU. Pada
13 Juni 2013, Komnas HAM mendapat undangan dari Badan legislasi nasional
(Balegnas) DPR RI untuk menyerahkan draf RUU Penyandang Disabilitas. Saat itu,
Komnas HAM mengajak PPDI untuk turut menyerahkan draf RUU versi PPDI
pada waktu yang sama. Maka pada tanggal 13 Juni 2013, Komisioner Komnas HAM
dan Ketua Umum PPDI menyerahkan draf RUU yang disusun oleh masing-masing
lembaga kepada pimpinan Balegnas DPR RI. Komnas HAM juga senantiasa
berkomunikasi dnegan para penyandnag disabilitas dalam konteks penyusunan RUU.
Mislanya, pada 12 Juni 2014, diadakan pertemuan di Komnas HAM terkait RUU

Penyandang Disabilitas. Pertemuan dilakukan untuk mengetahui progress advokasi
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RUU Penyandang Disabilitas. Selain itu, kerjasama Komnas HAM juga dilakukan
dengan POKJA RUU Penyandang Disabilitas, misalnya pada tanggal 17-19 Juli
2014 di Hotel Sofyan, Bogor, Pokja melaksanakan konsinyering dengan tim Tenaga
Ahli Balegnas dengan difasilitasi oleh Komnas HAM dan didukung oleh The Asian
Foundation (TAF).

Konsinyiasi Balegnas dan Komnas HAM, 17-19 Juli 2014 (Dok.Pokja RUU
PD)

Selain itu, pada 6-8 Agustus 2014 di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat,
Komnas HAM bersama TAF kembali memfasilitasi Pokja RUU Penyandang
Disabilitas dan Baleg untuk melakukan konsinyiasi, membahas RUU Penyandang
Disabilitas pasal per pasal. Konsinyering ini dilakukan sebagai lanjutan dari

Konsinyiasi sebelumnya, tanggal 17-19 Juli 2014 di Bogor.
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Terkait pembahasan, Komnas HAM juga diundang oleh DPR RI lewat rapat
dengar pendapat untuk nmenyempurnaan draft RUU. Misalnya, pada 1 Juni 2015,
Komisi VIIT DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan
mengundang perwakilan dari PSHK dan Komnas HAM.

Dalam rangka mendorong percepatan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas
tersebut, Pokja RUU Penyandang Disabilitas mengadakan Konferensi Pers di Ruang
Pengaduan Komnas HAM pada 8 Juli 2015. Konferensi Pers  sekaligus
penandatanganan petisi juga dilakukan agar isu disabilitas dapat dikenal
masyarakat. Strategi lainnya, agar media semakin tertarik mengangkat isu
disabilitas, maka dalam konferensi pers tersebut juga dihadirkan tokoh-tokoh

masyarakat yang mendukung isu disabilitas. Berikut dokumentasi selama konfrensi

pers

Penandatanganan petist di atas spanduk putih sebagai bentuk dukungan terhadap RUU
Penyandang Disabilitas ( Dok. Pokja RUU Disabilitas)
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Dewi Yul, memberikan  pernyataan dukungan terhadap RUU Penyandang
Disabilitas saat Konferensi Pers (Dok. Pokja RUU Disbailitas)
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Bebera};a oran ang hadir dalam konferensi pers (Dok. Poja U U Disablitas )

Terakhir yang tidak kalah penting, Komnas HAM di saat-saat terakhir dalam
rangka mendorong pengesahan RUU, Komnas HAM bersama Poja melakukan
kunjungan ketiga institusi yakni Biro Hukum Kementrian Hukum dan HAM,

Kementrian Menpan RB dan Kementrian Keuangan.

B. Setya Adi Purwanta

Setya Adi Purwanta adalah pendiri lembaga penyandang disabilitas Dria
Manunggal di Yogyakarta sekaligus Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan
HAM Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut catatan Setya Adi Purwanta yang diperoleh berdasarkan hasil

wawancara Yuli Isnen (Anggota Tim Penyusun Buku) denganSetya Adi Purwanta di
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Driya Manunggal Jalan Lurik Kingkin, jalan wates Kadipiro, Yogyakarta, pada 4
Mei 2016:

Dulu Komnas HAM kan menginisiasi untuk mendorong ratifikasi UN CRPD,
setelah itu berlanjut mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.
Keterlibatannya ya sebatas diundang dalam FGD-FGD di Jogja untuk meminta
masukan terhadap naskah akademis dan draf RUU yang di Yogyakarta pada waktu
itu. Setelah itu tidak ada kabar.

Kalau menurut aku, putus nyambung, komunikasi dengan Komnas HAM. Pada
awalnya kita minta bantu terutama Mbak Roi, menelepon Mbak Roichatul Aswidah.
Saya Bilang ke Mbak Roi sudah saatnya UU Difabel didorong. Kemudian Mbak Roi
minta masukan untuk memperbaiki UU No. 4 karena aku mengkritisi rancangan
oleh Daming (Saharuddin Daming) yang sekian ratus, menurutku tidak mungkin
diperbaiki.

Aku diminta masukan, aku tidak ngasih, karena teman-teman di Jogja diajak
untuk berpikir tentang itu, tidak gampang mau. Tetap saja minta Komnas HAM
untuk menyempurnakan, terus ngilang tidak ada kabarnya, lama banget. Terus
Komnas HAM muncul ketika kawan-kawan Difabel Jakarta muncul dengan Pokja
inisiatif. Ada hal-hal yg tidak sepakat dengan Jakarta tapi bagaimana agar tidak
terjadi gesekan/benturan antara kita. Dalam sejarahnya dengan Jakarta,
Yogyakarta-Jakarta selalu ada gesekan, setidaknya Jogja merasa begitu, entah kalau
Jakarta.

Pada waktu teman Pokja melibatkan PSHK dan LBH. Aku nelepon Komnas

HAM, meminta Komnas HAM terlibat karena jika Komnas HAM terlibat maka bisa

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 95



menjembatani gesekan Yogyakarta dan Jakarta. Terlebih lagi posisi Komnas HAM
akan memperkuat lobby.

Teman-teman kan sebenarnya tidak sepakat dengan Komnas HAM karena
Komnas HAM kan maunya cuma pokok-pokoknya saja. Dari draf itu, draf Daming,
dan punya Komnas HAM, terjadilah penyesuaian. Kemudian di fasilitasi dari
Komnas HAM, kemudian proses pencairan Yogyakarta - Jakarta terjadi. Ada 3 hal
yang tidak disepakati oleh temen-temen Yogyakarta, yaitu:

1. Tentang Komite: masuk Komnas HAM saja atau kalau harus menjadi
komite sendiri tidak perlu menyertakan dewan, tawaran kita sampai ke
situ.

2. Tentang kartu disabilitas.

3. Konsesi.

Di negara lain ada, ya tidak apa-apa, tapi terimplementasi tidak? Tapi ya
sudahlah karena difasilitasi Komnas HAM, daripada kita ngutik-ngutik itu, nanti
malah tidak selesai. Saya kira itu Peran Komnas HAM yg penting, agar bisa
memayungi semuanya. Jogja bersikap lepaskan saja lah, ternyata lepas sendiri di
dewan (DPR RI).

Persoalan Jogja-Jakarta, tidak kuat ikut mendorong, teman-teman Yogja sendiri
sudah tidak satu lagi, sibuk dengan urusan masing-masing dan isu masing-maing.
Ketika diajak pekerjaan nasional menjadi lemah sikapnya.

Ketika ini (UU Penyandang Disabilitas) sudah disahkan teman-teman juga diam
saja, padahal ada sekian pasal yang membutubhkan aturan tambahan. Saya
identifikasi sekitar 22 pasal yang membutuhkan peraturan pemerintah, menteri atau

perpres.
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Saya tidak tahu apakah ini agenda yang belum dilihat kawan-kawan atau seperti
apa. Selalu begitu setelah di dok (ketok palu). Aku telepon Mbak Ariyani. Dia
bilang,” Pak Setya selamat ya, ini perjuangan kita”, kemudian saya respon, “Enggak

lah Mbak itu kerja kawan-kawan Jakarta.”.

C. Nurul Sa’adah

Nurul Sa’adah adalah direktur sekaligus pendiri Sentra Advokasi Perempuan,
Difabel dan Anak (Sapda).Menurutnya, hubungan Komnas HAM dengan SAPDA
terkait isu disabilitas sudah cukup lama,dan mulai berkomunikasi dengan komisioner
Komnas HAMterkait isu hak sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya
termasuk isu ratifikasi konvensi penyandang disabilitas. SAPDA kemudian
berkontribusi pada kerja-kerja Komnas HAM, denganbeberapa kali memfasilitasi
kelompok minoritas, termasuk melatih kelompok disabilitas.

Seiring berjalannya waktu, pasca 2006, hubungan SAPDA dan Komnas HAM
semakin berlanjut.Komnas HAM mengikutsertakan kelompok disabilitas di Jakarta
dan Yogyakarta untuk berdiskusi mengenai advokasi,implementasi ICRPD, dan
mendorong undang-undang organik (pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997
tentang Penyandang Cacat).Komnas HAM sangat konsisten membahas penyusunan
undang-undang organik, dan keterlibatan SAPDA dalam kegiatan Komnas HAM,
selain membantu menyelenggarakan kegiatan (di Yogyakarta) atau narasumber.

Sejujurnya, iatidak mengetahuikapan persisnya keterlibatan SAPDA dalam
setiap kegiatan Komnas HAM terkait ruu penyandang disabilitas, namun yang jelas
Komnas HAM melakukan inisiasi ruupenyandang disabilitas, sampai kemudian draft

rancangan undang-undang penyandang disabilitas tersusun. Proses yang dilakukan
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Komnas HAM diantaranya: desk riset (menghasilkan naskah akademis), diskusi
kelompok terfokus dengan melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas dari
Jakarta, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya untuk menghimpun masukan
terhadap ruu. Singkatnya, Komnas HAM sudah berupaya melibatkan para pihak
terkait penyandang disabilitas, danyang dilibatkan, tidak hanya di Jakarta namun
juga daerah-daerah lain.

Ditambahkan, menurutnya, Komnas HAM mengambil peran cukup penting
dalam pembentukan undang-undang penyandang disabilitas, terutama saat terjadi
perselisihan terkait versi ruu.Di DPR RI, sempat terjadi kebingungan mengingat
adanya dua versi draft ruu. Komnas HAM kemudian berperan menjembatani
berbagai pihak untuk menyusun, dan membagi peran masing-masing pihak untuk
berkontribusi terhadap ruu. Komnas HAM memastikan rekan-rekan penyandang
disabilitas terlibat sejak awal, dan mengajak duduk bersama. Komnas HAM
berupaya menyandingkan, melakukananalisa dan membuat draft sampai bisa
disepakati bersama dengan PokjaRUU Penyandang Disabilitas dan rekan-rekan
disabilitas di Yogyakarta.Hasil akhirnya, tidak ada draft ruu tandingan.

Menurutnya, DPR RI sudah melakukan rasionalisasi draft yang disusun bersama
semua pihak. Komnas HAM tetap menjalankan tugasnya dengan bersama Pokja
RUU Penyandang Disabilitas melalui Ibu Sandra Moniaga dan Yossa Nainggolan,
dan jika dibutuhkan rekan-rekan disabilitas di Yogyakarta siap membantu.

Saat SAPDA diundang untuk memberikan memasukkan draft pertama di
Yogyakarta, terlihat terdapat jarak yang besar antara rekan-rekan Jogyakarta dan
Jakarta. Penyebabnya tidak lain karena temen-teman Jakarta (anggota Pokja)

adalah organ struktural, sementararekan-rekan Yogyakarta tidak berpayung
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(lembaga) atau independen.Sementara, rekan-rekan Jakarta hanya meminta
masukan kepada cabang-cabang di Yogyakarta, dankami dianggap tidak mewakili
karena tidak memiliki lembaga sebagai payung.

Sebagai catatan akhir, baginya, Komnas HAM memiliki peran penyeimbang
dalam mengkawal ruu bersama Pokja RUU Penyandang Disabilitas.Penyeimbang
dimaksud karena PokjaRUU Penyandang Disabilitas memiliki keanggotaan yang
eksklusif sekali.Kami dari Yogyakartaseakan tidak bisa terlibat dalam Pokja
tersebut, karena kami merasa seperti pihak luar (Pokja). Disitulah Komnas HAM
telah menjalankan perannya secara aktif, tidak hanya mendorong dan menyusun

draft ruu, tetapi juga menyatukan kami.
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Bab IV. Simpulan dan Rekomendasi

IV.1 Simpulan

Komnas HAM mengambil peran penting dalam pembentukan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mulai dari tahap penyusunan,
pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Hal ini tergambar dari serangkaian
kegiatan yang sudah diselenggarakan sepanjang 2011 sampai 2016.

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan
undang-undang pertama yang diinisiasi dan dikawal oleh Komnas HAM hingga
berhasil disahkan DPR RI. Tentu saja Komnas HAM tidak berdiri sendiri dalam
proses pengawalan pengesahan undang-undang ini. Bersama dengan para pemangku
kepentingan lainnya seperti organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan
akademisi, Komnas HAM menyusun dan mengusulkan rancangan perundang-
undangan.Usulan rancangan undang-undang dimulai sejak tahun 2011.Usulan ini
dilakukan sebagai langkah untuk merespon Undang-Undang No.ll tahun 2011
tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Undang-undang initidak
dapat berkedudukan sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, karena hanya berlaku sebagai UU dengan kekuatan moral—
Morality Binding Power. Untuk menjadi UU dengan kekuatan mengikat secara
hukum (Legally Binding Power), maka perlu segera dimunculkan UU tersendiri
Tentang Penyandang Disabilitas.

Terkait pemantauan pemberitaan media tentang RUU Penyandang Disabilitas,
terdapat tiga pemberitaan menyangkut Komnas HAM, yakni penggalangan

tandatangan (petisi), karnaval budaya, dan penyelenggaraan FGD.Sayangnya, peran
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Komnas HAM tidak tergolong dominan terkait isu petisi dan karnaval
budaya.Terkait penandatangan petisi, hanya 13% tone positif kepada Komnas HAM,
dan 40% untuk tone positif karnaval budaya.Berdasarkan efek komunikasi yang
paling diharapkan publik terkait pengawalan RUU Disabilitas oleh Komnas HAM
adalah melakukan persuasi agar ruupenyandang disabilitas segera disahkan. Terlebih
karena proses legislasi RUU ini berjalan dengan sangat lambat.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
secara umum telah memuat sejumlah tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh
para penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun demikian, UU ini masih belum
sempurna, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dikritisi, antara lain, tentang
leading sector, pendataan penyandang disabilitas, dan Komisi Nasional Disabilitas

(KND).

IV.2 Rekomendasi

Sejumlah rekomendasi penting sebagai hasil tela’ah terkait rekam jejak
kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan undang-undang Nomor 8 tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas ini dibagi menjadi dua bagian besar, yakni

rekomendasi internal (Komnas HAM) dan eksternal. Berikut rekomendasi dimaksud:

Internal
e Komnas HAM perlu memprioritaskan sistem dan managemen yang baik dan
benar sesuai kaidah yang ada terkait strategi komunikasi terutama dalam

pengawalan sebuah produk rancangan undang-undang.
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e  Pengembangan sistem dan manajemen dimaksud dilaksanakan oleh pihak
berwenang dengan salah satunya melakukan dan memprioritaskan
pengembangan unit-unit yang mengkomunikasi kerja-kerja Komnas HAM
dengan pihak luar, salah satunya unit hubungan masyarakat (public
relation).

e  Pengembangan hubungan masyarakat sudah pasti perlu didukung dan
melibatkan semua pihak terkait dalam unit-unit lain dalam internal Komnas
HAM, seperti pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan,
pemantauan, mediasi, pengaduan, arsip dan dokumentasi. Semua unit
dimaksud memiliki peran penting dalam upaya pengawalam penyusunan
sebuah undang-undang.

e  Lebih spesifik, rekomendasi yang sangat penting dan relevan bagi Komnas
HAM adalah memperkuat sumber daya manusia terkait pengetahuan dan
keahlian dalam penyusunan dan pengawalam undang-undang, seperti legal

drafter dan tenaga penyuluh.

Eksternal

Terkait rekomendasi eksternal, secara umum Komnas HAM mengharapkan
adnya partisipasi dan kerjasama dengan pihak luar dari kalangan lsm, organisasi
masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan pemerintah untuk
bersama-sama menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas ini. Dua pihak yang sangat terkait dalam

keberlanjutan diantaranya adalah:
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a. Presiden RI untuk segera menyusun Keputusan Presiden
(Kepres)
b. Kementrian-kementrian terkait (sesuai sektor) menyusun

Peraturan Pelaksana (PP)
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Lampiran-lampiran:

Photo 1

Pertemuan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama pihak terkait
Penyandang Disabilitas di Komnas Ham 27 Januari 2014. (Dok. Komnas HAM)
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Photo 2.

Konstyiasi Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama pihak terkait
Penyandang Disabilitas 6-8 Agustus 2014 di Jakarta ( Dok. Komnas HAM)
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Photo 3

Konferensi Pers Pokja RUU Penyandang Disabilitas 29 April 2015 di Komnas HAM
(Dok. Pokja RUU PD)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara,
termasuk para penyandang disabilitas yang
mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak
asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara
Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari warga negara dan masyarakat Indonesia
merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil
dan bermartabat;

b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di
Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang,
dan/atau miskin disebabkan masih adanya
pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan
atau penghilangan hak penyandang disabilitas;

c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan
kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju
kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa
diskriminasi  diperlukan peraturan perundang-
undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan
paradigma  kebutuhan penyandang  disabilitas
sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang
baru;
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e. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1),
ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami  hambatan dan  kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
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2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang
memberikan peluang dan/atau menyediakan akses
kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara
dan masyarakat.

3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar
disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,
atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau
menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan
segala hak yang melekat tanpa berkurang.

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara
sadar untuk  melindungi, mengayomi, dan
memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk
memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak
Penyandang Disabilitas.

7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan
keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan potensi
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi
individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang
tangguh dan mandiri.

8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan
untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan
Kesamaan Kesempatan.

9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk

Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
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10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu
kemandirian Penyandang Disabilitas dalam
melakukan kegiatan sehari-hari.

11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi
mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang
Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga
medis.

12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas
berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu
institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai
penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang
Disabilitas.

15.Pemberi  Kerja adalah  orang  perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya
disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang
bersifat independen.

17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.
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18. Pemerintah  Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas berasaskan:

Penghormatan terhadap martabat;

otonomi individu;

tanpa Diskriminasi;

partisipasi penuh;

keragaman manusia dan kemanusiaan;

Kesamaan Kesempatan;

kesetaraan;

Aksesibilitas;

kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

S R

-

inklusif; dan

o

perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
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Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang

Disabilitas bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan
dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan
setara;

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat
yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas
yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin,
mandiri, serta bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan
diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
dan

e. memastikan pelaksanaan wupaya Penghormatan,
pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri
serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai
bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati,
berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,
leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BABII
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Penyandang Disabilitas fisik;

b. Penyandang Disabilitas intelektual;
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c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana

-

dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal,
ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang
ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

hidup;

bebas dari stigma;

privasi;

keadilan dan perlindungan hukum;
pendidikan;

pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
kesehatan;

S

politik;

[

keagamaan;
keolahragaan;
kebudayaan dan pariwisata;
kesejahteraan sosial;

. Aksesibilitas;
Pelayanan Publik;
Pelindungan dari bencana,;

habilitasi dan rehabilitasi;

- R

Konsesi;
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r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh
informasi;
berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan
disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat
kontrasepsi;

c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan
Diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari
tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan
eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas
memiliki hak:

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari
Diskriminasi, penelantaran, pelecehan,
eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan
seksual;

b. mendapatkan perawatan dan = pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh
kembang secara optimal,;

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan
keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak anak;

e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
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f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk
mencapai integrasi sosial dan pengembangan
individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. atas Penghormatan integritas;

b. tidak dirampas nyawanya;

c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang
menjamin kelangsungan hidupnya;

d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan,
dan pengucilan;

e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi;
dan

f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman
lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan

martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan

pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
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Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut
dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang
sama sesuai dengan martabat manusia di depan
umum,;

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah;

c. Penghormatan rumah dan keluarga;

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi
dan keluarga; dan

e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-
menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya,

termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk

Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

b. diakui sebagai subjek hukum;

c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak
bergerak;

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk
orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan
keuangan;

e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa

perbankan dan nonperbankan;
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f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam
pelayanan peradilan;

g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan,
penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan
atau pengambilalihan hak milik;

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili
kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan
di luar pengadilan; dan

i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi
pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan;

c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai
penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan; dan

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta
didik.
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Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan,

dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk

Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa
Diskriminasi;

b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja

yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis

pekerjaan dan tanggung jawab yang sama,;
memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

mendapatkan program kembali bekerja;

"o a0

penempatan kerja yang adil, proporsional, dan

bermartabat;

g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan
jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat
di dalamnya; dan

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri,

wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai

usaha sendiri.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah

diakses dalam pelayanan kesehatan;
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b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas
sumber daya di bidang kesehatan;

c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan
kebutuhannya;

f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping
yang rendah;

g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan
medis; dan

h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan
pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan

manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun
lisan;

c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi
peserta dalam pemilihan umum,;

d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus
organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

e. membentuk dan bergabung dalam organisasi
Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili
Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional,
dan internasional;
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f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan
umum pada semua tahap dan/atau bagian
penyelenggaraannya,

g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana
penyelenggaraan  pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala
desa atau nama lain; dan

h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan
tempat peribadatan;

c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan
lainnya yang  mudah diakses berdasarkan
kebutuhannya;

d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan
kepercayaannya; dan

e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:
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a. melakukan kegiatan keolahragaan;

b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam
kegiatan keolahragaan;

c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan,;

d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang
mudah diakses;

e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan,
pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;

g. menjadi pelaku keolahragaan;

h. mengembangkan industri keolahragaan; dan

i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di

semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk
berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan
budaya;

b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk
melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha
pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau
berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

c. mendapatkan kemudahan untuk  mengakses,
perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan
kebutuhannya sebagai wisatawan.
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Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas
meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan
fasilitas publik; dan

b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk
Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak:

a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan
Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa
Diskriminasi; dan

b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan
fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan
publik tanpa tambahan biaya.
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Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan
adanya bencana;

b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan
risiko bencana;

c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan
dan evakuasi dalam keadaan bencana;

d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan
evakuasi yang mudah diakses; dan

e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang
mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini
dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;

b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti;
dan

c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak

merendahkan martabat manusia.
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Bagian Kedelapan Belas
Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi

hak:

a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam
kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan

c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri
dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan
kemudahan untuk mendapatkan akses;

b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di
tengah masyarakat;

c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk
hidup secara mandiri;

d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  untuk
menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan
keluarga atau keluarga pengganti;

e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang
diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman,
maupun dalam masyarakat; dan

f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan

serta dalam kehidupan bermasyarakat.
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Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi,
dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak Dberekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh

informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui
media yang mudah diakses; dan

c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan
komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan

komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak:

a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,

Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan,
dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi
hak:

a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa
rasa takut; dan

b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib

merumuskannya dalam rencana induk.
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(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan,

dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan
melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama

dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam
setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum
dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang
Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran
dari:

a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai
kondisi kesehatan;

b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi
kejiwaan; dan/atau

c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan
dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan
hingga waktu tertentu.
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Pasal 31

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap
anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada
orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau
penerjemah untuk mendampingi anak penyandang
disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap

berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada
pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib
menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter,
psikolog, dan/atau psikiater.

(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk
seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat
Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh
pengadilan negeri.

(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang
Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak
kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat

penetapan dari pengadilan negeri.
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Pasal 34

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.

(2) Pembatalan penetapan pengadilan negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke
pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang
Disabilitas.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan  oleh  Penyandang  Disabilitas atau
keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan
bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa
yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk

mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara

pidana.

Pasal 36

(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan
Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas
dalam proses peradilan.

(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk
Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Rumah tahanan negara dan lembaga
permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan
Disabilitas.
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(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:

a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi
tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam)
bulan;

b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-
obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas
dalam masa tahanan dan pembinaan; dan

c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk

Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental
wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau

pusat rehabilitasi.

Pasal 39

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat
dan  aparatur negara tentang  Pelindungan
Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pencegahan;
b. pengenalan tindak pidana; dan
c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi,

kekerasan, dan pelecehan.
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Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 40

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

S

Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan
untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan
nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan
khusus.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam
program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak
penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang
dekat tempat tinggalnya.

(5

Pemerintah  Daerah  memfasilitasi Penyandang
Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk
mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah
melalui program kesetaraan.

(6

)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan  beasiswa untuk peserta didik
Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya
tidak mampu membiayai pendidikannya.

(7

-~

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai

pendidikannya.
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Pasal 41

(1) Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
pendidikan  inklusif dan pendidikan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib
memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk
mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan
untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam
menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille
untuk Penyandang Disabilitas netra;
keterampilan orientasi dan mobilitas;

c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan
sesama Penyandang Disabilitas;

d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana,
dan format yang Dbersifat augmentatif dan
alternatif; dan

e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan
identitas linguistik dari komunitas Penyandang
Disabilitas rungu.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan
Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung
penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar
dan menengah.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:
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a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah reguler dalam menangani
peserta didik Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik
Penyandang Disabilitas untuk mendukung
kelancaran proses pembelajaran;

c. mengembangkan program kompensatorik;

d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu
yang diperlukan peserta didik Penyandang
Disabilitas;

e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi
peserta didik dan calon peserta didik Penyandang
Disabilitas;

f. menyediakan data dan informasi tentang
disabilitas;

g. menyediakan layanan konsultasi; dan

h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau
lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib
memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berfungsi:

a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan di pendidikan tinggi dalam
menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di
perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan
khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;

c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
Akomodasi yang Layak;

d. menyediakan layanan konseling kepada peserta
didik Penyandang Disabilitas;
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e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang
terindikasi disabilitas;

f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas
kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan

g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas
dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik,
tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta
didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan
melalui program dan kegiatan tertentu.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan
tinggi.

(7) Penyelenggara  pendidikan tinggi yang tidak
membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan
dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
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(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang
Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan
Akomodasi yang Layak untuk peserta didik
Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan,;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang

pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 45

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja,
penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan
pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi

kepada Penyandang Disabilitas.
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Pasal 46

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan  kesempatan kepada  Penyandang
Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan
kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja

Penyandang Disabilitas dapat:

a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui
minat, bakat, dan kemampuan;

b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian
formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;

c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan
kondisi disabilitas; dan

d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes
sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga Kkerja

Penyandang Disabilitas dapat:

a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau
adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa
yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan
pelatihan atau magang;

b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan
menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa
mengurangi target tugas kerja;

c. menyediakan waktu istirahat;
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d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap
memenuhi alokasi waktu kerja;

e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan
dengan memperhatikan kebutuhan khusus
Penyandang Disabilitas; dan

f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja
Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja
yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis

pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 50

(1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang
Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga
kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan
atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak
dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja
Penyandang Disabilitas.

(4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi
yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh
tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi
administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan operasional;
c. pembekuan izin usaha; dan

d. pencabutan izin usaha.
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Pasal 51

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang
Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan
berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap
manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial

nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen)
Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau
pekerja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling
sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari
jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54

(1

N

Pemerintah  dan Pemerintah Daerah  wajib
memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang
mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan
Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan.

(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang
Disabilitas;

b. memberikan informasi kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta
mengenai  proses rekrutmen, penerimaan,
pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan
kerja, dan pengembangan karier yang adil dan
tanpa Diskriminasi kepada Penyandang
Disabilitas;

c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja
Penyandang Disabilitas;

d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi
Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang
Disabilitas; dan

e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas,
Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam
Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja
untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan

Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada
Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan
mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri,
badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan
oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas
peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit
usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang
Disabilitas  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi
pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha
mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang
Disabilitas.
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Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas

yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 61

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib
memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima
pasien Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada
Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai
dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 62

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib
memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang
Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap
Penyandang Disabilitas.

3

Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas dalam program jaminan
kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 63

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan
kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum
tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk
kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi
Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan
kesehatan lain.

(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara
vertikal dan horizontal.

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan
spesimen, dan melalui telemedisin.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang
Disabilitas.
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Pasal 65

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
oleh  Penyandang  Disabilitas sesuai dengan
kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

(2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan
hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih
lanjut sesuai dengan = ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan
kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  menjamin
ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh

Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 68

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di
wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan

kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
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Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis
wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang
menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan
pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan
standar.

Pasal 71

(1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang
Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

(2) Prinsip  keselamatan dan  kepuasan  pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 72
Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang
Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.
Pasal 73

(1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib

menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
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(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai
rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi
Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap
pelayanan air bersih.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam
Politik

Pasal 75

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi
secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan
publik secara langsung atau melalui perwakilan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas

untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki
jabatan publik.
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Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak

politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan

keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa
atau nama lain, termasuk:

a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau
nama lain;

b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih
dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau
nama lain,;

c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat
Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta
mudah dipahami dan digunakan;

d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk
memilih secara rahasia tanpa intimidasi,

e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk
mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang
jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik
dalam semua tingkat pemerintahan;

f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat
memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk
membantu pelaksanaan tugas;

g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk
memilih pendamping sesuai dengan pilihannya
sendiri;

h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi
dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum,
pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan

kepala desa atau nama lain; dan
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i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai
penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan
gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala

desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi
Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi
oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan
kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut

agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang
Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong
dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk
menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses
oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah

diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
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Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan
ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan
peribadatan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 83

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem keolahragaan untuk
Penyandang Disabilitas yang meliputi:

a. keolahragaan pendidikan;
b. keolahragaan rekreasi; dan
c. keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus
untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan
kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan
mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas
yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan

kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
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Pasal 85

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk
mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk
audio, visual, dan taktil; dan

b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki
kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata
bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra,
memandu wisatawan Penyandang Disabilitas
rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki

keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata
yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan potensi dan kemampuan seni

budaya Penyandang Disabilitas.
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(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang
Disabilitas dalam kegiatan seni budaya,;

b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus
Penyandang Disabilitas; dan

c. memberikan penghargaan kepada seniman
Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak wuntuk mendapatkan
pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan
linguistik.

Pasal 89

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi
hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi
dan memajukan budaya  masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang

Disabilitas.

Bagian Kesepuluh

Kesejahteraan Sosial

Pasal 90

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk
Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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rehabilitasi sosial;
jaminan sosial;
pemberdayaan sosial; dan

perlindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin

akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,

dan perlindungan sosial.

Pasal 92

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dalam bentuk:

a.
b.

C.

PR oo oa

-

j-

k.

motivasi dan diagnosis psikososial;
perawatan dan pengasuhan;

pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan;

bimbingan mental spiritual;

bimbingan fisik;

bimbingan sosial dan konseling psikososial;
pelayanan Aksesibilitas;

bantuan dan asistensi sosial;

bimbingan resosialisasi;

bimbingan lanjut; dan/atau

rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan

koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi

sosial.
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Pasal 93

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak
memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan
sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan
khusus.

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan
sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 94

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melalui:

peningkatan kemauan dan kemampuan;

penggalian potensi dan sumber daya;

penggalian nilai dasar;

pemberian akses; dan/atau

®po op

pemberian bantuan usaha.
2

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan dan pendampingan;

c. pemberian stimulan;

d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
f. bimbingan lanjut.
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Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dala:
Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerinta
Daerah melalui:

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosis
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungs

sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur
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Paragraf 1
Bangunan Gedung

Pasal 98

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

hunian;

keagamaan;

usaha;

sosial dan budaya;

olahraga; dan

B VN S o S

khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan
Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan,
fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang
tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada
pemanfaatan bangunan gedung;
pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan

gedung;
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h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung; atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
(4) Pemberian sanksi administratif =~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah
satu syarat dalam permohonan izin mendirikan
bangunan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas
bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan
gedung.

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan
fasilitas dan  Aksesibilitas untuk Penyandang
Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan
perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

(4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.

(5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit
fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau

manajemen konstruksi bersertifikat.
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(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi
Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang
Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang

bangunan gedung.

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi
penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan
rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang
Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 101

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 102

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan
kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Paragraf 3

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 103

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum
lingkungan pertamanan dan permakaman umum
yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 104

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi
dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun
oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas.

(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur

dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 105

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses
oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

(3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

(4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang
Disabilitas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran dan pendapatan belanja daerah;
dan/atau

c. anggaran korporasi atau badan hukum yang
menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan
Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan
masyarakat.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan
panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas.
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Pasal 107

(1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa
transportasi  darat, transportasi  kereta  api,
transportasi laut, dan transportasi udara.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja
sama dengan korporasi atau badan hukum dalam

menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 109

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil
langkah  yang  diperlukan untuk menjamin
penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana.

(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk
Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam
penanggulangan bencana.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 110

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi
dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan:

a. mencapai, mempertahankan, dan
mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik,
mental, sosial, dan keterampilan Penyandang
Disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan

berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas

berfungsi sebagai:

a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

b. sarana antara dalam mengatasi kondisi
disabilitasnya; dan

c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas
agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
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Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang

Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga
dan masyarakat; dan

b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan

rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 114

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan
pihak swasta wuntuk memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabilitas.

Pasal 116

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan
insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan
Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
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(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 117

(1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang
Disabilitas  dilakukan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik
pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.

(3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk:

a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang
dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam
mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan

b. membantu perumusan dan implementasi
kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

(1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap
hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
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(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2
(dua) tahun sekali.

Pasal 119

(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam
pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah
atau kepala desa atau nama lain di tempat
tinggalnya.

(2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib
menyampaikan pendaftaran atau perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
bupati/walikota melalui camat.

(3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat
melakukan  verifikasi dan  validasi terhadap
pendaftaran atau perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 120

(1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus
berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai
data nasional Penyandang Disabilitas.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Menteri.

(3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan
oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah
Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah
yang menggunakan data nasional Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 121

(1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam
data nasional Penyandang Disabilitas berhak
mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

(2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu
Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 122

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui,
menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang
Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat
dijangkau sesuai dengan pillhan Penyandang

Disabilitas dalam berinteraksi.
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Paragraf 2

Informasi

Pasal 123

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

audio dan visual.

Pasal 124

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat
dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman
disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya
tambahan.

Bagian Kedelapan Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
unit layanan informasi dan tindak cepat untuk
perempuan dan anak penyandang disabilitas yang

menjadi korban kekerasan.
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Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan
anak penyandang disabilitas yang menjadi korban

kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi,

Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan
berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk
kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
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BAB V
KOORDINASI

Pasal 129

(1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di
tingkat nasional dalam rangka melaksanakan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

(2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri
dengan kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian yang terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertujuan untuk menyelenggarakan dan
menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Menteri melaksanakan tugas:

a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan
dalam rangka pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas;

b. menjamin pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas berjalan dengan efektif;

c. mewujudkan anggaran pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas; dan

d. menyinkronkan penggunaan anggaran
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar

berjalan dengan efisien.
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Pasal 130

(1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme
koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dalam rangka melaksanakan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap
mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota.

BAB VI
KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk
KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat
independen.

Pasal 132

(1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan,
evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

(2) Hasil  pemantauan, evaluasi, dan advokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Presiden.
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Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya
pelaksanaan  Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas;

c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan
Penyandang Disabilitas dengan pemangku

kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta

keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 135

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah  wajib
menyediakan anggaran bagi pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
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(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional
dengan negara yang mendukung usaha memajukan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

(1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas
dalam menjalin kerja sama internasional.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

ilmu pengetahuan; dan/atau

a. bertukar informasi dan pengalaman;
b. program pelatihan;

c. praktik terbaik;

d. penelitian;

e.

f.

alih teknologi.
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BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa
dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara

yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang

memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138,
Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan

Presiden.

BAB X
LARANGAN

Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan
Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan
yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau
hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa
mendapat penetapan dari pengadilan negeri.
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Pasal 143

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau

melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10;

b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12;
hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14;
f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15;

g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16;

h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17;

i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18;

j.  hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;

k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20;

1. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21;

m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22;

n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25;

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
176 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26; dan

r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam
memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang
sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak
kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak
kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat
penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau
melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan
diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan
hukum berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-
Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai
Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149
KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus
sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
178 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan  perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKEETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan
dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia
terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk
menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas
selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum
terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak
asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan
(charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih
dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya
baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan
peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya
mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan
dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.
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Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons uwith
Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10
November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan
Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang
Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,
merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan
dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan
Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan
kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk
mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka
kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu,
Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat
dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan,
termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam
segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan,
politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta
pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi
Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat,
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang
Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang
Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta
bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga
ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran
dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta
pelanggaran hak asasi manusia.
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Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam
Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja
sama internasional, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap
martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang
Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak
setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak
bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya
tersebut.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah
Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam
segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan
kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan
perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian
dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di
berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti
pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat
dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang
Disabilitas.

Hurufh

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik”
adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi,
lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP),
akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas
intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain

lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental”

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku,

antara lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada
kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan
hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas
sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari
panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas

rungu, dan/atau disabilitas wicara.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau
multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua
atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-
wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah
jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat
permanen.
Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah
Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis
kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang
Disabilitas  sehingga mereka tidak mendapatkan
kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan
negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah
orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau
lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab
untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada
anak.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
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Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
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Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau
perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain
dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan
penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat
yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau
pengurungan.

Hurufh
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif’ adalah
pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk
belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang

Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah
pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta
didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan
kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan,
dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan

tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
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Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah

rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja

maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan,

rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf £

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan”
adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan,
sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan
kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Huruf ¢

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau

termasuk deteksi dan intervensi dini.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum
bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan
untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan
pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat

media, sarana, dan prasarana.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
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Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah
media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam
Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah
komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penundaan hingga waktu tertentu”
adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan
keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak
hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga
kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja
sosial.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum

dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas”
adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping

sampai derajat kedua.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
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Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “pembantaran” adalah penundaan
penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan
kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan
dengan keterangan dokter.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal,
nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan

umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “enjang pendidikan” adalah
pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk
bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).
Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 195



Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik”
adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta
didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk

adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu”,
antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas
belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan
tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan

sejenis lainnya.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.
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Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan
Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan,
penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang
mudah diakses.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.
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Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah
suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan,
profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan
keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga
kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga

gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisan medis.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam
pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada
fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan

telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang
digunakan wuntuk proses pemulihan sebagai terapi untuk
Penyandang Disabilitas.
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Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian
obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “abatan publik” adalah jabatan pada
badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja

daerah.
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Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam
bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau
lambang timbul.
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Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar

seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan

kegiatan seni

lainnya secara inklusif baik yang

dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun

internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.
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Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat
atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja,
pura, wihara, dan kelenteng.

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
204 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan
gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan
gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian,
perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan

penyimpanan.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang
meliputi  bangunan gedung untuk  pendidikan,
kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan

pelayanan umum.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah
bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat
di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi
meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi
pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang
diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang
mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas” merupakan
prasarana moda transportasi yang penting, antara lain
trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada

permukaan jalan, dan di bawah jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

REKAM JEJAK KONTRIBUSI KOMNAS HAM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO.8
206 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



Pasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.
Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik pokok” adalah
keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti
jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan,
jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil
pendataan.

Yang dimaksud dengan “karakteristik rinci”® adalah
keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti
menyangkut seluruh  aspek  keterangan  pendidikan,
ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil
pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk
penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf
braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar
kesetaraan dengan yang lainnya.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.
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Pasal 132
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “advokasi”, antara lain dalam bentuk
penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi,

dan bimbingan teknis.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”,
antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi

kemasyarakatan, dan badan hukum.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.
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Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.
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Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.
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